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xPEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKTAN
A. Transliterasi Arab-Latin
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin
dapat dilihat pada halaman berikut:
1. Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
ا Alif tidak ilambangkan tidak dilambangkan
ب Ba B Be
ت Ta T Te
ث s\a s\ es (dengan titik di
atas)ج Jim J Jeح h}a h} ha (dengan titik di Bah)
خ Kha Kh ka dan ha
د Dal D De
ذ z\al z\ zet (dengan titik di
atas)ر Ra R Er
ز zai Z Zet
س sin S Es
ش syin Sy es dan ye
ص s}ad s} es (dengan titik di
bawah)
ض d}ad d} de (dengan titik di
bawah)
ط t}a t} te (dengan titik di
bawah)
ظ z}a z} zet (dengan titik di
bawah)
ع ‘ain ‘ apostrof terbalik
غ gain G Ge
ف fa F Ef
ق qaf Q Qi
ك kaf K Ka
ل lam L El
م Mim M Em
ن Nun N En
xi
و Wau W We




ى Ya Y Ye
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan
tanda (’).
2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau
harakat, transliterasinya sebagai berikut:
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:
Contoh:
 َﻒـْﻴـَﻛ : kaifa
 َل ْﻮـَﻫ : haula
3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:
Nama Huruf Latin NamaTanda
fath}ah a a َا
kasrah i i ِا
d}ammah u u ُا
Nama Huruf Latin NamaTanda
fath}ah dan ya>’ ai a dan i َْﻰـ






fath}ah dan alif atau ya>’ى  َ... | ا  َ...
d}amah dan wauﻮـُـ ـ
a>
u>
a dan garis di atas
kasrah dan ya>’ i> i dan garis di atas




 َتَﺎـﻣ : ma>ta
ﻰـَﻣَر : rama >
 َﻞـْﻴـ ِﻗ : qi>la
 ُتُْﻮـﻤَـﻳ : yamu>tu
4. Ta marbu>t}ah
Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang
hidup atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya
adalah [t]. Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun,
transliterasinya adalah [h].
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah,
maka ta>’ marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h).
Contoh:
 ِلﺎَﻔْﻃَﻷا  ُﺔـَﺿْوَر :raud}ah al-at}fa>l
 ُﺔَﻠــِﺿَﺎ ـﻔـ َْﻟا  ُﺔـ َﻨ ْـﻳِﺪـَﻤْـ َﻟا : al-madi>nah al-fa>d}ilah
 ُﺔــَﻤـْﻜـِﺤْـَﻟا : al-h}ikmah
5. Syaddah (Tasydi>d)
Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda tasydi>d (ّــ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.
Contoh:
 َﺎﻨَـ ّـﺑَر : rabbana >
 َﺎﻨــ َْﻴ ـّﺠَـﻧ : najjaina >
 ﱡﻖـَﺤْــَﻟا : al-h}aqq
 َﻢِــّﻌُـﻧ : nu“ima
 ﱞوُﺪـَﻋ : ‘aduwwun
Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf
kasrah ( ّﻰـِــــ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>.
Contoh:
 ﱞﻰـِﻠـَﻋ : ‘Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
xiii
 ﱡﻰِـ ـﺑَﺮـَﻋ : ‘Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا
(alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang
ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah
maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung
yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang
mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).
Contoh:
 ُﺲـْﻤـ ﱠﺸَﻟا : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
ﺔَـ ـﻟَﺰْـ ـﻟﱠﺰَﻟا ُ◌ : al-zalzalah(az-zalzalah)
ـَﺴْﻠـ َﻔ ْـ ـَﻟ اﺔَﻔ ُ◌ : al-falsafah
 ُدَﻼِـ ــﺒ ْـ ـَﻟ ا : al-bila>du
7. Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku
bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah
terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia
berupa alif.
Contoh:
 َنْوُﺮـُﻣ َْﺄ ـﺗ : ta’muru>na
 ُعْﻮـﱠﻨــَﻟا : al-nau‘
 ٌءْﻲـَﺷ : syai’un
 ُتْﺮـُِﻣأ : umirtu
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah
atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa
Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim
digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara
transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an(dari al-Qur’a>n), alhamdulillah,
dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu




9. Lafz} al-Jala>lah (ﷲ)
Kata “Allah”yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf
lainnya atau berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi
tanpa huruf hamzah.
Contoh:
 ِﷲا ُﻦْـﻳِد di>nulla>h ِﷲﺎِﺑ billa>h
Adapun ta>’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-
jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:
 ُﻫـ ِﷲا ِﺔَﻤْـ ــﺣَر ِْﰲ ْﻢ hum fi> rah}matilla>h
10.Huruf Kapital
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps),
dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang
penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang
berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf
awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan
kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis
dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal
kata sandangnya.Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata
sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga
berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata
sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan
(CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:
Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l
Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan





Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan
xv
Abu>(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir
itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar
referensi. Contoh:
11.Daftar Singkatan
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:
swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>
saw. = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam
a.s. = ‘alaihi al-sala>m
H = Hijrah
M = Masehi
SM = Sebelum Masehi
l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w. = Wafat tahun
QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li ‘Imra>n/3: 4
HR = Hadis Riwayat
Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-
Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu)






Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul : Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam
Memberdayakan Masyarakat Fakir Miskin di Kota Parepare.
Tesis ini mengkaji tentang ‘Peran Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) dalam memberdayakan masyarakat fakir miskin di Kota
Parepare’. Tujuan mengetahui  implementasi zakat dalam memberdayakan
masyarakat fakir miskin di Kota Parepare, sehingga diketahui pelaksanaan
maupun langkah-langkah strategis yang dilakukan Badan Amil Zakat
Nasional (BAZNAS) dalam memberdayakan masyarakat fakir miskin di Kota
Parepare dan mengetahui hasil dari pengelolaan zakat secara efektif.
Hasil penelitian tesis ini menyimpulkan Badan Amil Zakat Nasional
kurang efektif  dalam memberdayakan masyarakat fakir miskin di Kota
Parepare dikarenakan Baznas Kota Parepare dalam pengumpulan dana zakat
masih kurang maksimal dalam pengumpulan zakat sehingga masyarakat tidak
menyalurkan zakat, infaq dan sedekah secara resmi melalui Baznas.
Implementasi pemberdaan zakat dalam bentuk  bantuan yang bersifat
komsumtif yang di berikan kepada kelompok fakir, miskin, muallaf  ibnu sabil
(pelajar dan mahasiswa).
Penelitian ini berimplikasi pada peran Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) dalam memberdayakan masyarakat fakir miskin di Kota Parepare
dan menjadi sumber dana baru dalam meningkatkan ekonomi masyarakat
Kota Parepare. Oleh karena   itu disarankan kepada pihak Badan Amil Zakat
(BAZ) Kota Parepare agar berperan aktif dalam meningkatkan perekonomian
masyarakat secara adil dan transparan dan bekerja sama dengan semua elemen
untuk lebih mempertegas wujud kepatuhan masyarakat pada penunaian
kewajiban zakat.
Kata kunci: Badan Amil, Zakat, Fakir, Miskin.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pertumbuhan penduduk dan perkembangan kehidupan manusia adalah hal
yang tidak bisa dihindari. Masa dahulu, manusia memenuhi kebutuhan hidup
dengan mengambil segala sesuatu yang ada di alam. Namun, seiring berlalunya
waktu manusia menerapkan berbagai cara untuk mengatur segala sesuatu untuk
memenuhi segala kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup manusia yang paling
mendasar adalah permasalahan ekonomi. Faktor ekonomi merupakan tolak ukur
keberhasilan seseorang bahkan merupakan tolak ukur keberhasilan suatu
pemerintahan dan menyebabkan umat manusia berlomba-lomba untuk
meningkatkan taraf kebutuhan ekonomi masing-masing.
Ketimpangan secara ekonomi kemudian menghadirkan dua kelompok
yaitu kelompok kaya dan kelompok miskin, sehingga perlu diseimbangkan dalam
arti yang kaya tidak terlalu kaya dan yang miskin tidak terlalu miskin, dengan
adanya suatu sistem tertentu yang mengatur hal tersebut. Islam merupakan
agama yang menekankan keseimbangan dalam hidup. Melalui ajarannya, Islam
memberikan keyakinan, acuan dan jalan hidup agar umat manusia mampu meng-
atasi persoalan di dunia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tidak
hanya itu, ajaran Islam bergerak pada dua arah sekaligus, arah vertikal (hablun
minalla>h) dan horizontal (hablun minanna>s). Kesejahteraan menjadi salah satu
prioritasutama umat Islam.
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2Kemiskinan merupakan problem sosial yang berdampak sistemik bagi
kehidupan masyaraka sehingga dapat menimbulkan problem yang menyangkut
keamanan, kesehatan, dan pendidikan. Fakta di lapangan, baik dalam konteks
global maupun lokal, mengenai efek kemiskinan menjadi bukti tak terbantahkan
karena kemiskinan merupakan ancaman yang paling serius dibanding problem
lainnya. Melihat fenomena yang terjadi pada masyarakat, banyak yang tidak lagi
memperhatikan lingkungan dan sesama manusia, hidup individual dan me-
mentingkan kepentingan kelompok.
Krisis ekonomi yang kini dihadapi ternyata telah melanda tatanan
kehidupan bangsa sehingga keterbatasan lapangan pekerjaan yang tersedia di
Indonesia khususnya di Kota Parepare sangat cukup tinggi dari tahun ke tahun
sehingga berpotensi meningkatkan jumlah pengangguran. Salah satu penyebab
terjadinya pengangguran disebabkan antara lain, yaitu karena jumlah lapangan
kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja sehingga kompetensi
pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja.
Masalah kemiskinan merupakan masalah sosial manusia, kemiskinan
bukan hal yang baru terjadi dan tidak dipungkiri  bahwa kemiskinan merupakan
musuh terbesar dari setiap bangsa dan dampak dari kemiskinan terhadap
masyarakat umumnya begitu banyak. Kemiskinan merupakan keadaan dimana
ketidakmampun untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan,
tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan.
Islam mengendaki setiap individu hidup di tengah-tengah masyarakat
secara layak sebagai manusia yaitu sekurang-kurangnya dapat memenuhi ke-
3butuhan pokok berupa berupa sandang dan pangan, memperoleh pekerjaan dan
mampu membina keluarganya. Dengan demikian maka seseorang akan mampu
melaksanakan kewajiban dan tugasnya kepada Allah. Seseorang tidak akan
menjadi pengemis yang tidak memiliki sesuatu apapun. Dalam Islam seseorang
tidak boleh membiarkan orang sekalipun yang terzalimi yang hidup dalam
masyarakat, tanpa pakaian, kelaparan, tidak memiliki tempat tinggal serta
masalah lainnya.
Semua orang menginginkan kehidupan yang layak dan terpenuhi ke-
butuhan pokoknya. Namun, kenyataannya tidak semua orang berkesempatan
menikmatinya karena berbagai faktor, seperti rendahnya tingkat pendidikan dan
tidak tersedianya lapangan pekerjaan. Islam mencoba memberikan solusi
sekaligus upaya dalam menghadapi berbagai persoalan ekonomi, seperti larangan
menimbun kekayaan.1 Untuk memperbaiki ketimpangan kondisi  perekonomian,
tidak hanya sekadar meningkatkan produksi kekayaan, tetapi bagaimana men-
distribusikan kekayaan secara optimal melalui pendistribusian pendapatan secara
adil dan merata di masyarakat.
Pengangguran bisa menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan
tingkat kemakmuran yang dicapainya. Hal ini terjadi karena pengangguran bisa
menyebabkan pendapatan nasional riil (nyata) yang dicapai masyarakat akan
lebih rendah daripada pendapatan potensial (pendapatan yang seharusnya).
Karena itu, kemakmuran yang dicapai oleh masyarakat kan lebih rendah. Peng-
angguran akan menyebabkan pendapatan nasional yang berasal dari sektor pajak
1Afzalur Raman, Dokrin Ekonomi Islam, terjemah Soeroyo dan Nastangin (Yogyakarta:
Taberi,1995), h. 78
4berkurang. Hal ini terjadi karena pengangguran yang tinggi akan menyebabkan
kegiatan perekonomian menurun sehingga pendapatan masyarakat akan menurun
sehingga mengakibatkan potensi masyarakat menjadi miskin karena tidak adanya
pendapatan untuk mencukupi kebutuhan untuk bertahan hidup.
Salah satu penyebab terjadinya kemiskinan diakibatkan oleh kondisi
struktural yaitu struktur ekonomi, politik dan budaya. Kemiskinan yang
disebabkan oleh struktur ekonomi adalah tidak meratanya kepada seluruh rakyat
dalam mendapatkan kesempatan kerja, atau kesempatan mengelolah hasil-hasil
kekayaan alam. Struktur politik yang dimaksudkan adalah kondisi yang tidak
menciptakan rasa keadilan dalam menjalankan ekonomi, misalnya adanya
praktek monopoli dagang yang merupakan hasil kebijakan secara politis dari
salah satu penguasa. Sedangkan struktur budaya dimaksudkan adalah lebih
cenderung kepada mental miskin yang telah mendarah daging dalam kehidupan
umat manusia. Sehingga, jika hal ini yang menjadi penyebab utamanya, maka
program pengentasannya adalah dengan mengadakan perbaikan struktur.2
Islam memberikan kebebasan yang mutlak tetapi mengikat, kebebasan ini
dengan batas-batas dari nilai-nilai syariat, dalam hal ini Islam memberi
wewenang kepada negara untuk ikut campur dalam fungsionalisasi sistem
ekonomi Islam. Negara berkewajiban melindungi kepentingan masyarakat dari
tindakan sewenang-wenang kaum pemodal seperti yang dilakukan oleh kau
sosialisme dan kaum kapitalis. Karakteristik tatanan Islam jika diaplikasikan
2Awan Setia Dewanta dkk. (ed.), Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia (Cet. I;
Yogyakarta: Aditya Media, 1995), hlm. 224. Lihat juga, Sri Edi Swasono, Memerangi
Kemiskinan; Perekonomian Umat Islam (Ceramah pada Universitas Sebelas Maret tanggal 25
april 1984), hlm. 1-2.
5keseluruhan akan menambah kekayaan masyarakat, mengurangi tingkat
pengangguran dan kemiskinan. Apabila orang-orang kaya (mustaiq) berkomitmen
menginfaqkan dan mempergunakan kekayaannya, maka problem kemiskinan
tidak akan muncul sama sekali dan tidak akan menimbulkan kekawatiran dan
mengancam masyarakat, sebagaimana yang terjadi pada masyarakat sosialis dan
kapitalis.3
Ditinjau dari sudut pandang hukum kesyariahan dalam kaitannya dengan
pemberdayaan umat, maka terdapat beberapa cara dalam menanggulangi
kemiskinan yaitu denganmenciptakan lapangan kerja dengan menggunakan dana
zakat yang dijadikan modal untuk menciptaka industri yang akan menampung
sejumlah penerima zakat (mustahiq) untuk bekerja. 4 Saat ini perekonomian
berpola Islam sudah menjadi suatu kebutuhan umat. Pemberdayaan ekonomi
umat semakin giat dilakukan oleh beberapa lembaga keuangan Islam. Mereka
berupaya agar perekonomian Islam bukan saja menjadi salah satu alternatif bagi
umat Islam. Pemanfaatan dana zakat, infak, dan sadakah yang berasal dari umat
Islam harus dikelola dan disalurkan secara efektif dalam pemberdayaan ekonomi
dalam upaya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan umat.
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Salah satu aspek ajaran Islam yang potensial menjadi instrumen
pengentasan kemiskinan yang menjadi simbol harmonisnya hubungan sesama
manusia adalah zakat, apabila dikelola secara profesional dengan menerapkan
3Djazuli dan Yadi Janwari, Lembaga-lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan,
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 197
4 Yūsuf Al-Qardāwy, Fikih al-Zakat diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin
Hafidhuddin, dan Hasanuddin dengan Hukum Zakat. (Cet. IV; Jakarta: Pustaka Lentera
AntarNusa, 2006), h. 77.
6prinsip manajemen yang baik dan mengambil inspirasi dari praktik Rasulullah
dan ummat Islam pada era keemasannya dulu, zakat benar- benar akan menjadi
solusi atas berbagai problema ummat.
M. Abdul Mannan menyatakan bahwa zakat mencakup tiga bidang yaitu,
bidang moral, sosial dan ekonomi  dan merupakan poros dari pusat keuangan
negara Islami. Pertama, bidang moral zakat mengkikis ketamakan serta
keserakahan orang kaya. Kedua, bidang sosial zakat bertindak sebagai alat dalam
Islam untuk meminimalisir kemiskinan dengan cara memberdayakan dana zakat
dengan menyadarkan orang kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki.
Ketiga, bidang ekonomi zakat mencegah penumpukan kekayaan yang berada di
tangan segelintir orang yang memungkinkan kekayaan untuk disebarkan sebelum
berbahaya di tangan tangan orang-orang kaya.5 Zakat merupakan indikator utama
sebagai bagi pembayar dalam bentuk kepatuhan  seseorang muslim kepada ajaran
Islam, disebutkan dalam  QS. at-Taubah/9:103.
 ُ ﱠﷲَو ُْﻢَﮭﻟ ٌﻦَﻜَﺳ ََﻚﺗﻼَﺻ ﱠِنإ ْﻢِﮭَْﯿﻠَﻋ ﱢﻞَﺻَو َﺎِﮭﺑ ْﻢِﮭﯿ ﱢﻛَُﺰﺗَو ُْﻢھُﺮﱢَﮭُﻄﺗ ًَﺔﻗَﺪَﺻ ْﻢِِﮭﻟاَﻮَْﻣأ ْﻦِﻣ ْﺬُﺧ ٌﻊﯿِﻤَﺳ
 ِﻠَﻋ ٌﻢﯿ
Terjemahannya:   “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu
kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan do'akanlah
mereka karena sesungguhnya do'amu dapat memberikan
ketenangan bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi
Maha Mengetahui." (QS. at-Taubah/9:103).6
5Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam (Jogjakarta: Dana Bhakti Prima
Yasa, 1997), h. 256
6Departemen Agama, RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Proyek Pengadaan
Kitab Suci Al-Qur’an, 1993),  h. 297
7Hukum zakat  dalam Islam dikenal ada dua  bentuk, yaitu zakat  fitri
(fitrah) dan zakat  harta (maal). Kedua bentuk  zakat ini suda  ada ketentuannya
dalam  hukum Islam. Namun, karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
yang mewujudkan peningkatan kesejahteraan kehidupan masyarakat muslim di
Indonesia, maka muncul  pula  gagasan  mengenai zakat  penghasilan profesi.
Betapa banyak   di antara  masyarakat  muslim  yang  memiliki  profesi   tertentu
yang  mudah mendatangkan uang, bila dibandingkan  dengan petani yang  harus
bekerja  keras  sementara  mereka dituntut selama ini  mengeluarkan zakat.
Penghasilan profesi dimaksud, dikaji dari aspek efektivitas peraturan perundang-
undangan mengenai zakat di wilayah lingkungan Departemen Agama Kota
Parepare.
Gagasan mengenai zakat penghasilan profesi muncul sebagai akibat
adanya hukum Islam (fi>qih) yang bersifat dinamis yang selalu respon terhadap
perubahan-perubahan kehidupan sosial masyarakat  dan sejalan dengan tuntutan
perkembangan zaman. Namun, bila ummat Islam terlihat  mandek pola pikirnya,
maka sesungguhnya yang  statis dan beku adalah pemikiran  umat  Islam yang
selalu bersandar kepada pendapat ulama-ulama terdahulu tentang ajaran
agamanya. Islam sebagai agama mempunyai potensi untuk selalu dinamis,
responsif dan mampu memecahkan segala problema kemanu-siaan. Salah satu
potensi tersebut adalah program zakat kepada berbagai  profesi  ummat  Islam.
Jika hal ini dikelola melalui lembaga amil zakat yang profesional, zakat dapat
mengatasi persoalan kemiskinan dalam berbagai dimensinya. Meskipun  begitu
8disadari  bahwa  gagasan ini  baik di masa Nabi Muhammad SAW maupun  masa
sahabatnya  dan  ulama  salafiyah belum ditemukan pemikiran yang demikian.
Pada  masa  Nabi Muhammad saw dan  para  sahabat   zakat  profesi
belum ada karena penghasilan  profesi masyarakat saat itu masih sangat
terbatas.  Namun berbeda dengan zaman modern sekarang, berbagai profesi
bermunculan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dalam kehidupan
manusia dan tidak pernah terbayangkan oleh para ulama  terdahulu. Pada saat ini,
berbagai profesi dapat  mendatangkan  rezki  secara  mudah dan melimpah,
seperti Komisaris dan perusahaan, bankir, konsultan, dokter spesialis, kontraktor,
akuntan, notaris dan penjual jasa profesi  kontrakan, pegawai negeri dan swasta
lainnya.
Profesi tersebut dengan mudah dapat mendatangkan penghasilan yang
banyak, setidaknya dibandingkan dengan  penghasilan  rata-rata penduduk.
Karena itu, perlu dipikirkan penggolongannya  secara baik, bahkan mungkin
persentasenya tidak mesti harus sama dengan penduduk pada umumnya. Jika
dikelola secara baik zakat ini, akan  mendatangkan kesejahteraan bagi umat
Islam atau setidaknya dapat mengurangi masalah kesenjangan sosial di antara
sesama umat. Berda-sarkan pemikiran dimaksud, maka pemerintah republik
Indonesia membuat suatu rancangan peraturan perundang-undangan yang
kemudian disahkan menjadi Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang
pengelolaan Zakat. Zakat penghasilan profesi pegawai negeri yang akan dilihat
pelak-sanaannya dalam masyarakat muslim yang mendiami Kota Parepare.
9Penanganan pengelolaan zakat pada awal sejarah ditangani sendiri oleh
Rasulullah Saw,  dengan mengirim sendiri petugas untuk menarik zakat dari
mereka yang ditetapkan untuk pembayar zakat, dicatat, dikumpulkan dan
dibagikan kepada penerima zakat (mustahiq). Namun sepeninggal Rasullah
pengelolaan zakat dilanjutkan oleh para sahabat Rasulullah Saw yaitu para
Khulafaur Rasyidin dan sepeninggal para sahabat Rasulullah pengelolaan zakat di
pegang oleh pemerintah.
Ajaran Islam sebagai sistem nilai yang mewarnai perilaku ekonomi
masyarakat muslim yaitu sumber keuangan Islam yang diperoleh dari zakat,
infaq, dan shadaqah (ZIS) telah terbukti mensejahterakan umat bahkan
menguatkan ekonomi negara seperti keberhasilan zakat terlihat pada zaman
pemerintahan khalifah Umar ibn AbdulAziz dalam waktu sekitar tiga tahun
program ZIS terbukti telah dapat menghilangkan kemiskinan di wilayah yang
dipimpin.7
Yūsuf al-Qardāwy mengatakan bahwa kemiskinan merupakan sesuatu
yang membahayakan akidah, akhlak, akal sehat, keluarga dan masyarakat. Sebab,
seseorang yang terjerat kesulitan ekonomi, pada umumnya menyimpan
kedengkian terhadap orang yang kaya8 Kemiskinan merupakan bencana yang
harus ditanggulangi salah satunya dengan melalui pemberdayaan dana zakat,
infaq, dan sedekah yang diharapkan mampu meminimalisir atau menanggulangi
persoalan kemiskinan khusnya di Kota Parepare, untuk itu diperlukan kerjasama
7Abbas Muammad Al-Aqqad, Kejeniusan Umar Bin Khattab, Terjemh. Gazira Abdi
Ummah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), h. 101
8 Yūsuf al-Qardāwy, Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan (Jakarta: Gema Insani
Pers), h.105
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dari berbagai pihak, khususnya peran aktif dari lembaga pengelola badan amil
zakat.
Lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang zakat pasal 11
ayat (1) dan ayat (2) dikemukakan secara eksplisit tentang harta yang termasuk
dalam objek zakat, kemudian  pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil
zakat nasional (BAZNAS) atau lembaga amil zakat (LAZ) yang  dibentuk dan
disahkan oleh pemerintah. Undang-undang tersebut  mengatur tentang kinerja
pengelola BAZNAS dan LAZ secara profesional, amanah, terpercaya dan
memiliki program kerja yang jelas dan terencana, sehingga mampu mengelola
zakat, baik pengambilan maupun pendistribusian sehingga masyarakat tidak lagi
kesulitan dalam menyalurkan zakat, infak, dan shadaqah terlebih pengelola badan
amil zakat memiliki tenagayang bersedia mendistribusikankepada yang berhak
menerima apabila dikelola oleh para pengelola atau amil yang amanah dan
profesional dalam pengelolaan zakat yang transparan dan menggunakan prinsip-
prinsip manajemen yang baik dan benar yang sebelum pelaksanaan dan
pengelolaan zakat  yang terjadi di tengah masyarakat lebih banyak bersifat lokal
dan individual, sehingga terkesan tidak sinergis dan tidak koordinatif serta tidak
memenuhi pemerataan penyaluran zakat.
Zakat merupakan kewajib yang harus dilaksanakan oleh setiap orang
muslim, untuk menyalurkan dan mendistribusikan zakat dari tangan muzakki ke
mustaiq, maka perlu peran dari badan amil zakat sebagai lembaga penyalur zakat
yang resmi dan amanah, sehingga peran fungsi dan dari lembaga tersebut dapat
maksimal, dan selanjutnya akan berdampak positif terhadap umat Islam secara
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makro. Hal yang masih perlu digaris bawahi bahwa perenan fungsi manajemen
dari badan amil zakat belum maksimal disamping dari kalangan muzakki terdapat
kecenderunan yang terjun langsung ke tempat mustahik dalam mendistribusikan
sendiri zakat mereka, sehingga pemetaan dalam pendistribusian menjadi marjinal
dan tidak merata serta tidak maksimal. Disamping itu seakan melupakan fungsi
manajemen dari badan amil zakat sebagai lembaga lembaga resmi dalam
penghimpunan dan pendistribusian zakat .
Peraturan pengelolaan zakat diatur secara resmi dengan terbitnya
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 di atur dalampasal 6 dan 7 bahwa
organisasi pengelolaan zakat terdiri dari Badan Amil Zakat Nasinal (BAZNAS)
yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk
oleh masyarakat di luar pemerintah.9 Undang-undang tersebut mengatur tentang
pengumpulan zakat, pendayagunaan zakat, pengawasan, dan sanksi bagi
pengelola yang melakukan kelalaian. Salah satu fungsi lembaga amil zakat
dituntut untuk memiliki sistem pengumpulan dan penyaluran yang cepat dan
tepat sehingga fungsi zakat dapat dirasakan secara optimal sehingga dalam
melaksanakan fungsi sebagai lembaga amil zakat juga berperan dalam
mendorong pembangunan kesejahteraan umat.
Lembaga pengelolah zakat seperti badan amil zakat dan lembaga amil
zakat  telah lama dikenal oleh masyarakat, namun jumlah badan amil zakat dan
lembaga amil zakat yang memiliki kualifikasi unggul dan menunjukkan
kiprahnya secara optimal masih relatif sedikit, diantara faktor penyebabnya
9Depag RI, Pedoman Zakat. Jakarta : Depag RI, 2002.
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adalah : sumber daya pengelolanya yang belum efektif dalam melaksanakan tugas
dan kewenangannya, sosialisasi tentang kewajib mengeluarkan zakat dan
undang-undang zakat yang kurang merata, dan lain sebagainya. Dalam penjelasan
umum Undang-Undang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa tujuan utama
dibentuknya badan pengelola zakat nasional (BAZNAS atau LAZ) di Indonesia
setidaknya ada tiga; yaitu: pertama, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
kedua, untuk meninkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya
mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial dan ketiga, untuk
meningkatkan hasil dan daya guna zakat.10
Badan Amil Zakat Infaq Nasional (BAZNAS) di Kota Parepare
merupakan salah satu bagian dari lembaga/organisasi yang berada di bawah
naungan Pemerintah Daerah Tk. II Kota Parepare, selain mengelola dana infaq
dan shadaqah dari muzakki juga mengelola zakat dari seluruh elemen masyarakat
baik zakat maal maupun zakat nafs (zakat fitrah), yang diharapkan dapat
menciptakan pemerataan kehidupan ekonomi masyarakat muslim terutama
masyarakat mustahik. Secara tidak langsung pengelolaan dan
pendayagunaanzakat secara baik oleh amil akan berpengaruh pula terhadap
peningkatan perekonomian masyarakat mustahik di Kota Parepare.
Masih terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap harta yang wajib
dikeluarkan  merupakan salah satu faktor penyebab belum terkumpulnya zakat
secara optimal di lembaga-lembaga pengumpul zakat, serta berbagai faktor lain
yang menjadi kendala proses pengelolaan zakat. Adanya faktor-faktor tersebut
10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan
Zakat, Pasal 1.
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cukup menarik untuk diteliti, berkaitan dengan bagaimana lembaga amil zakat
dalam melaksanakan fungsinya sebagai  penghimpun dan mendayagunakan zakat
sesuai dengan ketentuan agama. Upaya memperkuat lembaga amil zakat dalam
rangka melaksanakan syariah Islam dibidang ekonomi perlu didorong oleh
Pemerintah Daerah dengan memberikan dukungan yang maksimal dan
melakukan  sosialisasi zakat yang menjangkau  lapisan masyarakat.
Uraian yang menyangkut penguatan peran Banda Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) dalam  memberdayakan masyarakat di Kota Parepare, menjadi
substansi kajian tesis ini dan sejatinya mendapatkan jawaban yang tuntas
terhadap pertanyaan-pertanyaan di atas. Maka diperlukan sebuah penelitian
khusus dengan dukungan fakta-fakta kongrit di lapangan, Melalui arah dan
kerangka penelitian tersebut, selanjutnya akan ditemukan upaya-upaya stragis
yang bersifat implementatif dan memiliki nilai ilmiah dalam pendekatan hukum
keyariahan.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian tentang latar belakang pemikiran yang telah
dikemukakan diatas, maka peneliti merumuskan masalah pokok yang akan
dijadikan objek penelitian adalah bagaimana peran badan amil zakat dalam
pemberdayaan masyrakat fakir miskin di Kota Parepare?
Agar penelitian ini terarah dan sistematis, maka pokok masalah di atas
dikembangkan menjadi 3 (tiga) sub-sub masalah, sebagaimana berikut :
1. Bagaimana Peran badan amil zakat nasional dalam memberdayakan dana
zakat di Kota Parepare?
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2. Bagaimana implementasi distribusi dana zakat di Kota Parepare?
3. Bagaimana peran Baznas dalam memberdayakan masyarakat fakir miskin
di Kota Parepare?
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
Untuk memperoleh pemahaman yang jelas terhadap kandungan judul
peneltian ini, serta menghindari kesalah pahaman terhadap ruang lingkup
penelitian maka diperlukan fokus penelitian terkait dengan batasan definisi kata
dan variabel yang tercakup dalam judul tersebut, serta matrik penelitian pada
deskripsi fokus penelitian.
1. Fokus Penelitian
Dalam Penelitian ini, penulis memfokuskan tentang peran Badan Amil
Zakat Nasional (BAZNAS).Pengertian peran adalah serangkaian perilaku yang
diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara
formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada ketentuan dan harapan
yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi
tertentu agar dapat memenuhi harapan mereka sendiri atau harapan orang lain .
Rumusan tersebut  jelas bahwa peran amil zakat dapat dimaknai melalui
sisi pemberian kebijakan, pengetahuan, dan keberanian. Peran berarti pemberian
sumber kebijakan dan penyesuaian secara utuh terhadap peningkatan
statussebagai satuan unit organisasi pada instansi pemerintah sehingga dapat
memiliki kelayakan di dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya sebagai
suatu lembaga.
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Pemberdayaan merupakan  proses untuk berpartisipasi dalam mengontrol
dan mempengaruhi terhadap keaadan serta lembaga yang mempengaruhi
kehidupan masyarakat agar lebih baik. Pemberdayaan ini diarahkan untuk
penguatan, keterampilan, dan kekuasaan yang cukup agar kehidupan orang lain
menjadi perhatian. Upaya peningkatan ekonomi masyarakat melalui dana zakat
diharapakan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan pola
pemberdayaan yang tepat sasaran dengan memberikan kesempatan kepada
kelompok miskin.
Keterlibatan serta peran lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
menjadi sangat urgen dalam mengelola dan mendistribusikan dengan baik kepada
seluruh komponen masyarakat yang berhak menerima zakat (mustahiq). Namun
tentunya upaya implementasi peran pengelola zakat sudah barang tentu memiliki
indikator berupa hambatan atau kendala di lapangan sekaligus terdapat indkator
sebagai solusi alternatif  yang diterapkan dalam mengelola dan mendisitribusikan
dana zakat kepada masyarakat.
2. Deskripsi Fokus
Berdasarkan fokus penelitian yang dikemukakan oleh penelti terkait
dengan rumusan masalah, maka secara umum penulis dalam tesis ini
mendeskripsikan fokus penelitian tentang peran badan amil zakat di Kota
Parepare dengan pemberdayaan dana zakat sesuai dengan ketentuan peraturan
Undang-undang dan sesuai ketentuan syariat. Secara khusus fokus penelitian
yang dimaksud dapat digambarkan dalam matriks, sebagai berikut :
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No Fokus Penelitian Deskripsi Fokus
1. Fungsi dan tugas Badan Amil Zakat
Nasional (BAZNAS) terhadap
pemberdayaan  dana zakat
 Dasar hukum
 Syarat-syarat amil zakat
 Fungsi dan kedudukan
amil zakat










1. Hasil Penelitian dan Literatur yang Relevan.
Berbagai hasil penelusuran karya ilmiah berupa hasil penelitian
terhadap beberapa literatur, penulis belum menemukan kajian yang serupa
dengan penelitian penulis, baik dari segi judul dan masalah yang dibahas.
Namun terdapat beberapa rujukan yang memiliki kaitan penelitian lapangan
(filed research) dan literatur pustaka (library research) berupa buku-buku yang
memilik kajian terkait dengan masalah yang penulis teliti dan dapat dijadikan
sumber inspirasi dalam menuangkan ide-ide dan gagasan dalam penelitian ini.
Hasil penelitian tesis, yang ditulis Baharuddin Pareppai yang berjudul
Pelaksanaan dan Pengelolaan Zakat di Lingkungan Departemen Agama Toli-
toli Sulawesi Tengah, tahun 2004. Sebagai isi tesis ini, menguraikan tentang
pengelolaan zakat profesi pada para muzakki pada pegawai negeri sipil dalam
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lingkup kantor Departemen Agama Toli-toli wajib membayar zakat setelah
gajian. Dalam proses pengumpulannyadilakukan oleh instansi oleh pihak
bendahara kemudian di salurkan ke pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Toli-
toli kemudian bendahara BAZ mendistribusikan ke pada para (mustahiq).
Dalam tesis ini yang berperan dalam pengelolaan zakat adalah bendahara.11
Berkaitan dengan penelitian ini, penulis cenderung memandang pada dampak
yang dihasilkan bagi masyarakat dari terukumpulnya dana zakat oleh Badan
Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kota Parepare.
Disertasi Marzuki dengan judul Pengelolaan Wakaf Produktif Perspektif
Hukum Islam di Kota Palu, tahun 2011. Disertasi tersebut fokus pada
pembahasan wakaf produktif dan sistem pengelolaannya perspektif hukum Islam,
namun di dalam disertasi itu dijelaskan pula tentang zakat profesi dalam
kaitannya dengan wakaf.12 Sementara dalam penelitian tidak fokus pada realisasi
wakaf akan tetapi pada segi upaya memberdayakan dana zakat  sehingga dapat
menjadi produktif sebagaimana halnya wakaf harus produktif yang disinggung
dalam disertasi sebelumnya.
Hamzah Hasan Khaeriyah dalam disertasinya berjudul, Pendayagunaan
Zakat pada Badan Amil Zakat dalam Peningkatan Kesejahteraan Umat, tahun
2009. Disertasi tersebut menguraikan tentang pendayagunaan zakat
khususnya zakat profesi belum efektif di karenakan zakat fitrah dan zakat mal
yang menjadi prioritas Baznas sehingga untuk zakat profesi belum menjadi
11 Baharuddin Pareppai, ”Pelaksana dan Pengelolah Zakat dilingkungan Departemen
Agama Toli-toli Sulawesi Tengah” (Tesis Megister, PPS UIN Alauddin, 2004), h. 116
12Marzuki, “Pengelolaan Wakaf Produktif Perspektif Hukum Islam di Kota Palu”,
(Desertasi, Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2011), h. 16.
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perhatian dan belum adanya upaya  maksimal dari berbagai lembaga amil.13
Dalam kaitannya dengan disertasi Hamzah Hasan Khaeriyah dalam hal
tertentu memiliki kesamaan dengan tesis penulis, dalam hal ini penulis
meneliti penguatan peran badan amil zakat di Kota Parepare dalam aspek
peran badan amil zakat di Kota Parepare dalam memberdayakan dana zakat
pada masyarakat Kota Parepare, namun titik penekanan penulis adalah pada
aspek atau cakupan penyaluran zakat yang tepat pada sasaran bagi para
mustahik dan sejuh mana mereka mampu diberdayakan dari hasil penyaluran
dana zakat tersebut.
Nasri Hamang Najed,dalam bukunya Ekonomi Islam-Zakat Ajaran
Kesejahteraan dan Keselamatan Umat (Pokok-pokok Fiqhiyya>h, Landasan
Perekonomian, Sejarah dan Manajemen Zakat), 14 mengatakan secara umum
bahwa kehadiran lembaga manajemen zakat dalam suatu masyarakat muslim
merupakan suatu keharusan. Pemimpin atau pemerintah muslim dituntut
membentuk sebuah wadah resmi dalam bentuk lembaga pengelola zakat seperti
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dapat mengakomodir segala
kebutuhan ekonomi masyarakat muslim.  Penulis dalam hal ini menjadikan
sumber teoritis untuk dapat mengungkap dan mengetahui hasil implementasinya
ke dalam upaya pemberadayaan masyarakat.
13Hamzah Hasan Khaeriyah, Pendayagunaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional
dalam Peningkatan Kesejahteraan Umat (Disertasi, Pasca Sarjana UIN Syarif  Hidayatullah
Jakarta, 2009), h. 297
14Nasir Hamang Najed, Ekonomi Islam-Zakat Ajaran Kesejahteraan dan Keselamatan
Umat (Pokok-pokok Fiqhiyya>h, Landasan Perekonomian, Sejarah dan Manajemen Zakat)”
(Parepare: LB Press, 2013), h. 161
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Selain disertasi dan tesis yang telah disebutkan, ditemukan beberapa buku
pustaka atau literatur kepustakaan yang dapat dijadikan landasan teoritis
penelitian ini, yaknibuku Manajemen Pengelolaan Zakat dan buku Pola
Pembinaan Badan Amil Zakat, yang keduanya diterbitkan oleh Direktorat
Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama RI. Buku pertama,
menguraikan bahwa pelaksanaan pengelolaan zakat yang hendaknya dilakukan
oleh amil zakat dan lembaga terkait, meliputi sosialisasi, dan strategi
pengumpulan zakat, prioritas pendistribusian dan pendayagunaan zakat, serta
sinergisme amil zakat dengan lembaga terkait dalam pemberdayaan
umat.15Selanjutnya buku kedua, menguraikan bahwa pola pengelolaan zakat yang
meliputi pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan upaya-upaya dalam
rangka mengoptimalkan pengelolaan zakat.16Dua buku tersebut, memiliki kaitan
dengan penelitian dalam disertasi ini untuk merumuskan persepsi kaum
profesional tentang zakat profesi dan implementasi pemberdayaannya di Kota
Parepare.
Yūsuf al-Qardāwy dalam bukunya “Hukum Zakat”,mengatakan bahwa
selain dari fakir dan miskin sasaran ketiga dari zakat adalah para amil zakat yang
melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai
kebendahara, pencatat, dan penghitung yang mencatat keluar masuk zakat serta
yang membagikan harta zakat kepada mustahiq menunjukkan bahwa zakat dalam
Islam bukan suatu tugas yang hanya diberikan kepada seseorang tetapi
15 Departemen Agama RI, Manajemen Pengelolaan Zakat (Jakarta: Direktorat
Jenderal Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005), h. 31-36.
16Departemen Agama RI, Pola Pembinaan Badan Amil Zakat (Jakarta: Direktorat
Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005), h. 19-26
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merupakan tugas negara yang wajib mengatur dan mengangkat orang-orang yang
bekerja dalam urusan zakat yang terdiri dari pengumpul, penyimpan, penulis,
penghitung, dan yang mendistribusikan dana zakat.17 Dalam kaitannya dengan
penelitian ini, penulis akan merumuskan tentang peran dan implementasi
pendayaan dana zakat oleh Pemerintah Daerah Tk. II dan/atauTingkatan
Pengurus BAZNAS Kota Parepare terhadap masyarakat di Kota Parepare.
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Secara umum, tujuan penelitian tesis ini adalah menelusuri dan
mengungkap tentang strategis peran badan amil zakat dalam pemberdayaan dana
zakat sebagai upaya untuk meminimalisir kemiskinan pada masyarakat di Kota
Parepare. Secara khusus, penelitian tesis ini diarahkan untuk mengetahui dan
mengungkap, sebagai berikut :
a. Untuk mengetahui secara konspetual peran badan amil zakat dalam
pengelolaan dana zakat di Kota Parepae.
b. Untuk mengetahui implementasi pemberdayaan dana zakat di Kota
Parepare, sehingga diketahui pelaksanaan maupun langkah-langkah
strategis dalam upaya memberdayakan dana zakat.
c. Mengungkapkan peran badan amil zakat dalam upaya meningkatkan
ekonomi masyarakat Kota Parepare, sehingga diketahui sejau mana
tanggung jawab pengelolaan dana zakat dalam pemberdayaan dana
zakat.
17 Yūsuf al-Qardāwy, Fikih al-Zakat diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin
Hafidhuddin, dan Hasanuddin dengan Hukum Zakat, h. 545
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2. Kegunaan Penelitian
Penelitian tesis ini diharapkan memberikan kontribusi atau kegunaan,
sebagai berikut :
a. Secara ilmiah, diharapkan memberikan informasi dan pemahaman
deskriptif secara akademik sekaligus menambah wawasan kekayaan
intelektual yang berperspektif pemikiran kesyariahan dalam upaya peran
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk memberdayakan ekonomi
masyarakat Kota Parepare khususnya dan masyarakat pada umumnya.
b. Kegunaan praktis, dapat memberikan landasan ilmu pengetahuan bagi
peneliti terkait dengan eksistensi badan amil zakat, dan penelitian ini
diharapkan dapat memberikan masukan bagi instansi terkait yang
bertugas dalam pengelolaan zakat agar maksimal dalam memberdayakan
zakat ditengah masyarakat.
c. Diharapkan berkontribusi bagi para akademisi dan praktisi hukum
kesyariahan, khususnya yang konsern mengkaji tentang zakat dalam
kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat. Sudah barang tentu pula





A. Kajian Teoritis tentang Zakat
1. Pengertian Zakat
Zakat dari segi literalnya berasal dari bahasa Arab, terdiri atas huruf za (ز),
ka (ك), dan wa (و). Huruf terakhir ini, dinamai huruf mu'tal dan karena sulit
dilafazkan sehingga cukup dibaca zakat (ةﺎـﻛز), terganti dengan huruf ta al-
marbūthah.18 Kata zakat ditinjau dari segi bahasa mempunyai pengertian berkah,
tumbuh, bersih dan baik. makna lain dari kata zakat, sebagaimana digunakan
dalam al-Qur’an adalah suci dari dosa.19 Perkataan zakat diartikan dengan suci,
tumbuh dan berkembang, serta berkah. Jika pengertian ini dihubungkan dengan
harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati akan tumbuh berkembang,
bertambah karena suci, berkah (membawa keberkahan terhadap hartanya) dan
membawa kebaikan hidup bagi yang punya harta.20
Zakat merupakan suatu pemindahan harta kekayaan dari golongan kaya
kepada golongan miskin karena memberikan sebahagian kekayaan, dikeluarkan
zakat berarti mentransfer sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu akan
mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis, umpamanya saja
seseorang yang menerima zakat bisa menggunakan untuk konsumsi atau
18Abū al-Husain Ahmad bin Fāris bin Zakariyah, Mu'jam Maqāyis al-Lugah, juz III
(Mesir: Mushtāfa al-Bābi  al-Halabi wa Awlāduh, 2000), h. 62. Lihat Luwis Ma’luf, al-
Munjid fiy al-Lugah (Bairut: Dar al-Masyriq, 2007), h. 303.
19Mohammed Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf (Jakarta : UI-
Press, 1988), h. 32.
20Yūsuf al-Qardāwy, Fiqh Zakat, h. 34
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produksi.21 Berdasar pengertian yang dikemukakan tersebut, maka terdapat
empat makna yang terkandung dalam membatasi definisi zakat, yakni zakat
bermakna al-numu>w, zakat bermakna al-ṭahu>ru, zakat bermakna al-ṣala>h, dan
zakat bermakna al-barakat. Penjelasan tentang empat batasan makna zakat
tersebut, sebagai berikut:
a. Zakat bermakna al-numu>w, yang artinya tumbuh dan berkembang,
menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya (dengan
izin Allah) akan selalu terus tumbuh dan berkembang. Hal ini disebabkan oleh
kesucian dan keberkahan harta yang telah ditunaikan kewajiban zakatnya.
tidak pernah terdengar dalam kenyataannya bahwa orang yang selalu
menunaikan zakat dengan ikhlas karena Allah, kemudian banyak mengalami
masalah dalam harta dan usahanya, seperti kebangkrutan, kehancuran,
kerugian usaha, dan selainnya.
b. Zakat bermakna al-ṭahu>ru, yang artinya membersihkan atau mensucikan,
menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah dan
bukan karena ingin dipuji manusia, Allah akan membersihkan dan
mensucikan baik hartanya maupun jiwanya.
c. Zakat bermakna al-ṣala>h, yang artinya kebaikan atau keberesan, yaitu bahwa
orang orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu baik dan jauh
dari masalah. Orang yang dalam hartanya selalu ditimpa musibah atau
masalah, misalnya kebangkrutan, kecurian, kerampokan, hilang, dan lain
21Muhammad, Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqih Kontemporer (Edisi
I; Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 20.
24
sebagainya boleh jadi karena mereka selalu melalaikan zakat yang merupakan
kewajiban mereka.
d. Zakat bermakna al-barakat, yang artinya berkah. Makna ini menegaskan
bahwa orang yang selalu membayar zakat, hartanya akan selalu dilimpahkan
keberkahan, kemudian keberkahan harta ini akan berdampak kepada
keberkahan hidup. Keberkahan ini lahir karena harta yang digunakan adalah
hartayang suci dan bersih, sebab harta yang telah dibersihkan dari kotoran
dengan menunaikan zakat yang hakekatnya zakat itu sendiri berfungsi untuk
membersihkan dan mensucikan harta.
Menurut istilah fi>qih, bermacam-macam definisi zakat yang telah
diberikan oleh para fuqaha. Definisi yang telah diberikan oleh empat mazhab
yaitu :22
a. Menurut Malikiya>h, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu
ketika telah sampai nisab kepada mustahiqnya jika telah sempurna
kepemilikannya dari haulnya, kecuali pada harta tambang dan hasil
pertanian.
b. Hanafiya>h, zakat adalah menyerahkan sebagian harta tertentu menurut
ketentuan syara’ untuk memperoleh ridha Allah swt.
c. Syafi’iya>h, zakat adalah sebutan yang disandarkan kepada apa yang
dikeluarkan dari harta (zakat mal) atau badan (zakat fitrah) kepada pihak
tertentu.
22 Wahbah al-Zuhayly, Al-Fi>qh al Islami wa Adillatuhu> (Damaskus: Dar al- Fikr, 1989),
h. 730.
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d. Hambaliya>h, zakat adalah suatu hak yang diwajibkan pada harta tertentu
yang diberikan kepada segolongan pada zakat tertentu pula.
Muhammad Daud Ali memberikan definisi bahwa zakat adalah bagian
dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada
orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula.23 Sedangkan menurut
Garaudy, zakat bukan merupakan suatu karitas, bukan suatu kebaikan hati para
pihak orang yang memberikannya, tapi suatu bentuk keadilan internal yang
terlembaga, sesuatu yang diwajibkan, sehingga dengan rasa solidaritas yang
bersumber dari keimanan  orang dapat menaklukan egoisme dan kerakusan
dirinya.
Zakat menurut Sayyi>d Quth>b, adalah kewajiban individu yang harus
ditunaikan kepada masyarakat, yang kadang-kadang membebankan kewajiban
kepada sebagian anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, dan
dengan demikian Islam merealisir, sebagian dari prinsip umumnya agar harta
tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya di antaramu saja’24
Buku Pedoman Zakat Departemen Agama RI menyebutkan bahwa zakat
adalah sesuatu yang diberikan orang sebagai hak Allah swt kepada yang berhak
menerima antara lain fakir miskin, menurut ketentuan-ketentuan agama Islam.25
Sedangkan dalam UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat,
menerangkan bahwa zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang
23 M. Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf (Jakarta : UI Press, 1988), hal
39
24 Sayyi>}d Quth>b, Al’Adalah al-Ijtima’iyyah fil Islam, Terj. Afif Mohammad “Keadilan
Sosial dalam Islam” (Cet. II; Bandung: Pustaka, 1994), h. 185
25 Departemen Agama, Pedoman Zakat  Seri (Jakarta : Proyek Pembinaan Zakat dan
Wakaf, 1991), h. 107
26
muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan
ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.26
Pada prinsipnya sama, bahwa zakat adalah mengeluarkan atau
memberikan sebagian dari harta atau bahan makanan kepada kelompok tertentu
yang berhak menerimanya dengan berbagai syarat guna mewujudkan keadilan
sosial, mensucikan jiwa, menyuburkan harta, dan mengharapkan pahala serta
melaksanakan kewajiban yang telah digariskan oleh agama.
2. Pembagian Zakat
Secara garis besar zakat terbagi menjadi dua bagian yaitu zakat fi>trah
dan zakat maa>l. Dalam Islam zakat terbagi dalam dua kategori yaitu fi>trah
(jiwa) dan maa>l (harta benda). Kategori pertama dibayarkan pada bulan puasa
sebagai penyempurnaan puasa, sedangkan kategori kedua dibayarkan pada bulan
apa saja dan fungsinya sebagai pencucian harta jiwa selama setahun. Namun
selain fungsi teologis, zakat maa>l khususnya memiliki fungsi pragmatis yaitu
sebagai sarana pemberdayaan ekonomi rakyat dan pencapaian keadilan sosial.
Sebagaimana disebutkan diatas bahwa zakat adalah harta yang wajib dibayarkan
untuk kemudian dibagikan kepada yang berhak. Untuk menyampaikan zakat
kepada yang berhak tentu saja perlu pengelolaan yang baik. Dalam ajaran Islam
perlu diketahui bahwa terdapat dua pihak dalam hal zakat ini antara lain
Muzakki, merupakan badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban
menunaikan zakat dan Mustahiq, yaitu orang atau badan yang berhak menerima
26 UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
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zakat. Didalam literatur fikih menjelaskan bahwa zakat terdiri atas dua jenis,
yakni zakat fitrah dan zakat maal :
a. Zakat Fitrah
Zakat fitrah menurut ajaran Islam adalah zakat yang bertujuan untuk
mensucikan hati dan jiwa. Zakat fitrah dinamakan juga zakat an-na>fs, artinya
zakat yang mensucikan jiwa dengan mengeluarkan sebagian bahan makanan yang
mengenyangkan menurut ukuran yang ditentukan oleh syara’ setiap akhir bulan
ramadhan setiap tahun. Tujuan zakat fitrah untuk membesihkan diri orang yang
berpuasa.27
Zakat fitrah merupakan pensucian bagi orang yang berpuasa, sekaligus
sebagai rasa syukur kepada Allah atas karuniah-Nya karena telah
menyempurnakan puasa Ramadhan, dan juga sebagai rasa syukur kepadanya
karena berbagai nikmat yang telah dilimpahkan selama satu tahun, yang
diberikan secara terus menerus, yang paling besar adalah nikmat iman dan
Islam.28 Dalil yang berkenaan dengan zakat fitrah adalah hadis dalam Bukhari
dan Muslim.
 ًﻋﺎَﺻ ِﺮْﻄِﻔْﻟا َةﺎََﻛز َضَﺮَـﻓ ِﻪﱠﻠﻟا َلﻮُﺳَر ﱠنَأ ﻪْﻨَﻋ ﻪﱠﻠﻟا ﻲِﺿَر َﺮَﻤُﻋ ِﻦْﺑا ِﻦَﻋ ﱟﺮُﺣ ﱢﻞُﻛ ﻰَﻠَﻋ ٍﺮﻴِﻌَﺷ ْﻦِﻣ ﺎًﻋﺎَﺻ ْوَأ ٍﺮْﻤَﺗ ْﻦِﻣ ﺎ
 َﻦﻴِﻤِﻠْﺴُﻤْﻟا َﻦِﻣ ﻰَﺜْـُﻧأ ْوَأ ٍﺮََﻛذ ٍﺪْﺒَﻋ ْوَأ29(ﻪﻴﻠﻋ ﻖﻔﺘﻣ)
Artinya : Dari Ibn ‘Umar ra berkata: Rasulullah saw telah mewajibkan zakatul
fitri satu sha’ dari kurma atau satu sha’ dari sya’īr atas tiap orang
merdeka, budak, lelaki, perempuan, dari setiap kaum muslim (Hadis
disepakati oleh Bukhari dan Muslim).
27Gus Arifin, Dalil-dalil dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah : Dilengkapi dengan
Tinjauan dalam Fiqh 4 Madzhab (Jakarta: Elax Media Komputindo, 2011), h. 140
28Imam Taqiy al-Din> al-Hushniy> al-Dimasyqi al-Syafī'iy, Kifayat al-Akhyar, h. 178.
29Al-Bukha>ri, Ṣaḥiḥ al-Bukha>ri, h. 108. Lihat juga dalam Abu al-Ḥusain Muslim bin
al-Ḥajjāj al-Naisaburiy, Ṣaḥiḥ Muslim, juz I (Bandung: Maktabah Dahlan, t.th), h. 178.
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Berdasarkan hadis tersebut, diketahui bahwa Nabi saw mewajibkan zakat
fitrah atas semua orang muslim yang memiliki kelebihan bahan makanan pada
hari itu, baik orang merdeka maupun hamba sahaya, perempuan maupun laki-
laki, dewasa maupun anak kecil, hendaknya mereka mengeluarkan satu sha’ dari
kurma, atau gandum, atau jenis makanan pokok lainnya.
Orang yang diwajibkan membayar zakat fitrah ialah muslim, dan waktu
pembayarannya yang lebih afdal adalah sesudah terbenam matahari (sudah mulai
1 syawal), dan mempunyai kelebihan makanan untuk diri dan keluarganya.30
Pada dasarnya zakat fitrah ini juga merupakan bentuk pertolonganorang kaya
terhadap orang miskin sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya.
Kewajiban membayar zakat bersamaan dengan disyariatkat berpuasa pada
bulan ramadhan. Kewajiban membayar zakat fitrah diperintahkan kepada setiap
umat Islam dengan ketentuan masih hidup pada malam hari raya dan memiliki
kelebihan dari kebutuhan pokok untuk diri sendiri dan dikeluarkan paling lambat
sebelum takbiratul ihram atau shalat idul fitri.
b. Zakat Maa>l atau Harta
Zakat mal atau harta merupakan sesuatu yang cenderungi oleh manusia
untuk disimpan bebagai keperluan dan merupakan bagian dari harta kekayaan
seseorang atau badan hukum yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu
setelah mencapai jumlah minimal tertentu dan setelah dimiliki selama jangka
30Sayyi>d Sabiq, Fi>qh al-Sunnah, jilid III (Cet. VIII: Bairut: Dār al-Kitab al-'Arabiya,
2003),h. 28.
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tertentu.31 Zakat maa>l atau harta merupakan terjemahan dari bahasa arab dari
kata tunggal yaitu amwal, yang dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang
diinginkan sekali oleh manusia untuk memiliki dan disimpan.
Harta atau kekayaan sepadan dengan mas dan perak, namun kemudian
berkembang menjadi segala barang yang dimiliki dan disimpan. Al-Qur’an hanya
memerintahkan orang-orang yang beriman untuk mengeluarkan zakat. Perintah
yang bersifat umum dan ringkas, tidak menjelaskan apa saja yang harus di
zakatkan. Demikian pula tentang jumlah serta kadar zakat yang harus
dikeluarkan tidak ada penjelasan. Akan tetapi para Fuqoha memahami bahwa
zakat yang wajib dikeluarkan melalui hasil usaha, jasa, hasil bumi, atau yang
lainnya. Para Fuqoha menetapkan dan menyebutkan jenis-jenis harta kekayaan
yang wajib di zakati dan berikut nishab, kadar dan presentasi zakatnya, antara
lain:
1. Zakat Tanaman dan Buah-Buahan.
Hasil pertanian merupakan bahan yang digunakan sebagai makanan
pokok dan tidak busuk jika disimpan. Hasil pertanian, baik tanaman ataupun
buah-buahan wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi persyaratan
termasuk nisab. Hal ini berdasarkan pada Al-Qur’an, hadits>, dan ijma para ulama
secara rasional.
31 M.Abdurrahman, Dinamika Masyarakat Islam dalam Wawasan Fiqih (Bandung:
Rosdakarya, 2002), h. 109.
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2. Zakat Binatang Ternak
Zakat yang dimaksud dengan hewan ternak disini secara khusus dalam
nash hadits adalah unta, sapi (kerbau), dan domba (kambing). Dalam fi>>qih Islam,
binatang ternak dikalsifikasikan ke dalam beberapa kelompok :
1. Pemeliharaan hewan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan-
kebutuhan pokok atau alat produksi, contoh memelihara kerbau untuk
membajak sawah, memelihara kuda sebagai alat transportasi dan lain-
lain.
2. Hewan yang dipelihara untuk tujuan memproduksi suatu hasil
komoditas tertentu, seperti binatang yang disewakan atau hewan
pedaging atau hewan susu perahan. Binatang semacam ini termasuk
jenis binatang ma’lufat (binatang ternak yang dikandangkan)
3. Hewan yang digembalakan untuk tujuan peternakan
(pengembangbiakan). Jenis hewan seperti inilah yang termasuk dalam
kategori aset wajib zakat binatang ternak (zakat an’am).32
3. Zakat Logam (Emas dan Perak)
Emas dan Perak merupakan logam yang berharga dari hasil bumi dan
menjadikan nilai tukaran uang bagi manusia. Sementara syariat mengibaratkan
emas dan perak sebagai sesuatu kekayaan alam yang hidup dan berkembang.
Syariat juga telah mewajibkan kedua-duanya boleh digunakan dalam bentuk
uang. Emas dan Perak dipandang sebagai benda yang mempunyai nilai tersendiri
32 Fiqih Praktis Menurut Al-Qur’an As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama, Muhammad
Bagir Al-Habsyi, (Jakarta : UI – Press, 2005), h. 294
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dalam masyarakat dan dibuat untuk berbagai macam perhiasan, terutama emas
untuk kaum wanita.
Nisab kewajiban mengeluarkan zakat emas adalah 20 dinar atau 80 gram
murni (1 dinar sama dengan 4,25 gram emas murni) dan zakat perak adalah 200
diram atau setara dengan 672 gram perak. Apabila seseorang telah memiliki
emas seberat 85 gram atau memiliki perak seberat 672 gram, maka telah wajib
mengeluarkan zakat sebesar 2,5%.33
Selain emas murni dan perak, harta simpanan lain yang dapat di-qiyas-
kan pada keduanya, seperti uang tunai, tabungan, cek, saham, surat berharga,
atau bentuk lainnya, bila jumlahnya telah senilai dengan nisab emas dan perak,
maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesarnya 2,5% setiap tahun.
4. Zakat  Barang Dagang
Barang dagang dinamakan komoditi dagang karena sifatnya yang tidak
menetap atau tidak diam serta selalu berubah dan berpindah. Hal ini disebabkan
karena pedagang tidak menginginkan fisik barangnya, tapi yang diinginkan
adalah keuntungan yang dapat diperoleh. Komoditi dagang meliputi semua jenis
harta selain uang, seperti mobil, pakaian, kain, besi, kayu dan benda-benda
lainnya yang diperdagangkan.Perniagaan disini adalah usaha untuk mencari
keuntungan seperti toko, pabrik, industri dan lain-lain, yang bisa dinilai dengan
uang.
33 Husayn Syahatah,, Akuntansi Zakat; Paduan Praktis Penghitungan Zakat
Kontemporer, (Jakarta, Pustaka Progressif, 2004), h. 277
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5. Zakat Barang Tambang dan Peninggalan (Rikaz)
Rikaz merupakan harta terpendam dari zaman dahulu atau biasa disebut
dengan harta karun yang merupakan harta temuan dan tidak ada yang mengaku
sebagai pemilik. Apabila harta tersebut ditetemukan sekarang, maka wajib
dikeluarkan zakatnya. Nisab dari harta perniagaan sama dengan nisab ema bila
harta tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan menurut
syariat.
3. Maha>rifuz Zakat ( yang berhak menerima zakat).
Zakat merupakan satu pilar tersendiri terkait dengan peran sebagai
distribusi pendapatan dari kelompok aghniya> (orang yang memeiliki kelebihan
harta) kepada kelompok  yang mengalami kekurangan harta. Esensi zakat tidak
hanya sebatas materi yang dikeluarkan tetapi juga menjadi penggerak dalam roda
perekonomian  sehingga dengan zakat ekonomi bisa tumbuh, berekembang sesuai
dengan makna dari zakat itu sendiri.
Zakat banyak mengandung dimensi kemasyarakatan dan diperlukan
campur tangan pemerintah, di jelaskan dalam al-Qur’an Qs. At-Taubah:103 telah
memberi legalitas dan kewenangan kepada pemerintah untuk menangani,
mengelola, mengatur, menata, mengorganisasikan dan meningkatkan daya guna
zakat. Tentunya dengan memperhatikan kepentingan dan keselamatan umat
Islam selaku mayoritas penduduk bangsa ini.
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Asas pelaksanaan pengelolaan
zakat didasarkan pada firman Allah swt yang tercantum dalam Surat At Taubah:
9/ 60.
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Terjemahan :“Sesungguhnya zakat itu untuk orang-orang fakir, orang-orang
miskin, pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya untuk
(memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk dijalan
Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu
ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi
Maha Bijaksana”.
Penempatan kata (Innamaa) (sesungguhnya) merupakan kata pembatas di
awal ayat menunjuk bahwa zakat hanya didistribusikan kepada delapan golongan
asnaf  dan sudah menjaadi ijma segenap ulama. Berikut uraian kedelapan
kelompok yang berhak menerima zakat mal dan zakat fitrah.
1. Fakir yaitu orang yang tidak berharta dan tidak punya pekerjaan/ usaha
tetap untuk mencukupi kehidupan hidupnya, dan tidak ada orang yang
menjamin menanggung hidupnya sehingga mereka sangat kekuranan
dalam memenuhi kebutuhan ekonominya.
2. Miskin menurut Hanafi ialah orang yang tidak mempunyai mata
pencaharian untuk mencukupi keperluan sehari-hari. Sedangkan menurut
Maliki, Syafi’i dan Hanbali miskin ialah orang yang mempunyai mata
pencaharian, tetapi tidak memadai untuk memenuhi keperluan sehari-
hari.34
3. Amil yaitu panitia/organisasi yang melaksanakan kegiatan urusan zakat
atau   orang khusus yang ditugaskan oleh Imam untuk mengurusi zakat,
seperti petugas yang mengutip (sha’i), mencatat (kh>otib) harta yang
terkumpul, membagi-bagi (qa>sim) dan pengumpul para wajib zakat dan
34 Ali Hasan, Zakat dan Infak (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 93
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para mustahiq zakat. Menurut Wahbah al-Zuhayli, amil35 adalah orang-
orang yang bekerja memungut zakat. Panitia ini disyaratkan harus
memiliki sifat kejujuran dan menguasai hukum zakat.
4. Mu’allaf  yaitu orang yang masih lemah imannya karena baru masuk
Islam atau orang yang ada keinginan masuk Islam tetapi ragu-ragu, maka
dengan bagian zakat dapat menetapkan hatinya di dalam Islam.
Sedangkan dalam konsep fiqh konvensional, ‘mu’allaf ‘ selalu
didefinisikan sebagai orang yang tengah dibujuk untuk masuk lebih
mantap kedalam komunitas Islam.36
5. Ar-Riqa>b yaitu bentuk jamak dari kata raqa>bah yang pada mulanya
berarti “leher” dan berkembang sehingga bermakna “hamba sahaya”
karena tidak jarang hamba sahaya berasal dari tawanan perang yang saat
ditawan, tangan mereka dibelenggu dengan mengikat ke leher budak yang
harus dimerdekakan, jadi Riqab adalah hamba sahaya yang perlu
diberikan zakat, agar mereka dapat melepaskan diri dari belenggu
perbudakan.37
6. Gharim secara harfiah ‘ghorimi>n’ berarti orang-orang yang terlilit hutang
atau  tidak mampu untuk membayar kembali (utang) menurut Ahmad
35 Persyaratan untuk menjadi amil zakat ialah (1) seorang muslim, (2) seorang mukallaf
(dewasa) yang sehat akal pikirannya dan harus bertanggung jawab terhadap tugasnya itu, (3)
seorang yang jujur, (4) seseorang yang memahami seluk-beluk zakat, mulai dari hukumnya
sampai kepada pelaksanaannya, (5) seorang yang dipandang mampu melaksanakan tugasnya, dan
(6) seorang laki-laki menurut sebagian pendapat ulama. (Ali Hasan, Zakat dan Infak , h. 224-225).
36 Masdar Mas’udi, Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS (Jakarta: Piramedia, 2004), h.
152
37 Abdul al-Rahman Al-Jaziry, Kitab al-Fiqh ‘ala-Madzahib al-Arba’ah (al-Qubra:
Maktabah al-Tijariyah, tt), h.506
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Azhar Basyir menegaskan bahwa, utang yang melilit tersebut digunakan
untuk kebajikan, bukan untuk kemaksiatan atau hanya menuruti bergaya
mewah dan tidak mampu untuk membayar atau melunasi.38
7. Sabilillah secara harfiah mempunya sinonim tha>riq (jalan) atau jalan
Allah, para fuqaha, biasanya mengambil makna mutlak dari konteks
fisabililla>h dengan praktek di zaman Rasulullah saw yakni, tentara yang
berperang di jalan Allah dan mempertahankan kedaulatan Islam dari para
kafir atau usaha bertujuan untuk meningkatkan syariat Islam seperti
membela atau mempertahankan agama, mendirikan tempat ibadah,
pendidikan, rumah sakit, dan lain-lain.
8. Ibnu Sabil yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dengan
maksud baik  atau memerlukan bantuan/ kehabisan bekal dalam
perjalanan dan tidak dapat mendatangkan bekal tersebut dengan cara
apapun atau orang yang hendak melaksanakan perjalanan yang bukan
maksiat.
Zaman sekarang di samping para musafir yang mengadakan perjalanan
yang dianjurkan agama, juga dapat dipergunakan untuk beasiswa atau biaya
untuk anak yang tinggal dalam pondok pesantren yang kurang mampu,  bagi
mereka yang terputus pendidikan karena ketiadaan dana dan dapat pula
digunakan untuk membiayai pendidikan anak jalanan yang kini semakin banyak
jumlahnya.
38 Masdar F. Mas’udi, Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam (Jakarta:
Pustaka Firdaus, 1993), h. 150
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B. Pengelolaan Zakat  Menurut UU No. 38 Tahun 1999 tentang  Pengelolaan
Zakat
Sejak Islam datang di Indonesia zakat merupakan salah satu sumber
dana untuk pengembangan ajaran Islam dan perjuangan bangsa Indonesia
menentang penjajahan Belanda. 39 misalnya di Sumatra, Belanda terlibat
dalam perang berkepanjangan melawan orang-orang Aceh yang fanatik dan
di tempat lain yang penduduknya beragama Islam mereka kuat dalam
melawan Belanda, antara lain karena mereka memiliki sumber dana berupa
hasil zakat. lahirnya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang
Pengelolaan Zakat berarti membicarakan sejarah perkembangan
pelaksanaan hukum zakat di Indonesia yang ditandai dengan sejak Islam
datang di Indonesia.
Pemerintah Hindia Belanda khawatir dana zakat akan dipergunakan
untuk perlawanan, sehingga pada tanggal 4 Agustus 1983 Pemerintah
Kolonial Belanda mengeluarkan Bijblad Nomor 1892 yang berisi tentang
kebijaksanaan Pemerintah untuk mengawasi pelaksanaan zakat fitrah agar
tidak terjadi penyelewengan keuangan. 40 Menurut H. Moh. Daud Ali,
Penghulu atau amil yang bekerja untuk pelaksana administrasi kekuasaan
Belanda tidak diberikan upah dan tunjangan untuk melemahkan kekuatan
rakyat yang bersumber dari zakat dan melarang pegawai pribumi dalam
membantu pengelolaan dana zakat.
39 Mohammed Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf (Jakarta : UI-
Press, 1988), h. 32.
40Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Rekomendasi dan Pedoman Pelaksanaan Zakat,
(Jakarta: Penerbit BAZIS DKI Jakarta, 1987), h. xii
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Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan, zakat kembali menjadi
perhatian para ekonomi dan ahli fiqih bersama pemerintah dalam menyusun
ekonomi di Indonesia, ini dapat kita lihat pada pasal dalam Undang-Undang
Dasar  1945 yang berkaitan dengan kebebasan menjalankan syariat agama pada
pasal 29 dan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa fakir
miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.41 Kata fakir miskin yang
dipergunakan dalam pasal tersebut jelas menunjukkan kepada mustahiq yaitu
golongan yang berhak menerima zakat.42
Pada masa orde baru, perhatian Pemerintah terhadap pelaksanaan
zakat yang diawali dengan anjuran Presiden Soeharto untuk melaksanakan
zakat secara efektif dan efisien serta mengembangkannya dengan cara-cara
yang lebih luas dengan pengarahan yang lebih tepat. Anjuran ini
disampaikan dalam pidatonya pada peringatan Isra’ Mi’raj di Istana Negara
tanggal 26 Oktober 1968. Presiden mengumunkan kepada seluruh umat
Islam Indonesia bahwa secara pribadi beliau bersedia untuk mengurus
pengumpulan zakat secara besar-besaran, atau dengan kata lain beliau
bersedia untuk menjadi amil zakat. 43 Oleh karena itu maka
pengorganisasian zakat perlu dalam bentuk lembaga organisasi pelaksana,
pertimbangan dan pengawasan.
41Muhammad, Zakat Profesi, Wacana Pemikiran dalam Fikih Kontemporer (Jakarta:
Salemba Diniyah, 2002), h. 177.
42Departemen Agama RI, Pedoman Zakat (Jakarta: Badan Proyek Peningkatan Zakat
dan Wakaf, 2002), h. 284
43Departemen Agama RI, Pedoman Zakat, h. 297
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Pelaksanaan zakat yang  berlangsung selama ini dirasakan belum terarah.
Hal ini mendorong umat Islam melaksanakan pemungutan zakat dengan sebaik-
baiknya. Berbagai usaha telah dilakukan untuk mewujudkannya, baik oleh badan-
badan resmi seperti Departemen Agama, Pemerintah Daerah, maupun oleh para
pemimpin Islam dan organisasi organisasi Islam swasta. Pengelolaan zakat yang
bersifat nasional semakin intensif setelah diterbitkannya Undang-undang No. 38
tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang inilah yang menjadi
landasan legal formal pelaksanaan zakat di Indonesia. Sebagai konsekuensinya,
pemerintah mulai dari pusat sampai daerah wajib memfasilitasi terbentuknya
lembaga pengelola zakat, yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk
tingkat pusat, dan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) untuk tingkat daerah.
BAZNAS ini dibentuk berdasarkan Kepres No. 8/2001 tanggal 17 Januari 2001.44
Kewajiban membayar zakat bagi umat Islam telah di atur dalam
pengelolaan zakat agar dapat memberikan keberhasilan dalam pengelolaan dana
zakat sebagai dana umat Islam. Secara umum pengelolaan zakat, mulai dari
memungut, menyimpan, dan  mendistribusikan harta zakat yang berada di bawah
wewenang Rasullullah saw dalam konteks sekarang, zakat dikelola oleh
pemerintah. Dalam operasional zakat, Rasulullah saw telah menunjuk amil zakat
sebagai pengumpul zakat. Penunjukan amil memberikan pemahaman bahwa
zakat bukan diurus oleh orang perorangan, tetapi dikelola secara profesional dan
terorganisir. Amil yang mempunyai tanggungjawab terhadap tugasnya,
44 Fakhruddin, Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia, h. 247
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memungut, menyimpan, dan mendistribusikan harta zakat kepada orang yang
berhak menerimanya.
Zakat dalam Islam merupakan aktifitas pengelolaan zakat yang telah
diajarkan oleh Islam dan telah dipraktekkan oleh Rasulullah saw dan para
sahabat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999
Tentang Pcngelolaan Zakat, Pengelolaan Zakat adalah kcgiatan perencanaan,
pelaksanaan dan pcngawasan tcrhadap pcngumpulan dan pendistribusian serta
cndayagunaan zakat. Pengelolaan zakat sendiri dilakukan oleh Badan Amil Zakat
yang dibentuk oleh pemerintah. Pengelolaan zakat bagi seluruh Badan AmiI
Zakat maupun Lembaga Amil Zakat harus sesuai dengan Undang-Undang
Rcpublik Indonesia nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dan
Keputusan Mcntri Agama Republik Indonesia No. 373 Tahun 2003 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.
Terdapat beberapa ketentuan pendistribusikan dana zakat kepada mustahiq:45
1) Mengutamakan distribusi domestik, dengan melakukan distribusi lokal atau
lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat
dengan lembaga zakat (muzakki) dibandingkan pendistribusiannya untuk
wilayah lain.
2) Pendistribusian yang merata dengan kaidah-kaidah sebagai berikut:
(a) Bila zakat yang dihasilkan banyak, seyogyanya setiap golongan mendapat
bagiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.




(b) Pendistribusiannya haruslah menyeluruh kepada delapan golongan yang
telah ditetapkan.
(c) Diperbolehkan untuk memberikan semua bagian zakat kepada beberapa
golongan penerima zakat saja, apabila didapati bahwa kebutuhan yang
ada pada golongan tersebut memerlukan penanganan secara khusus.
(d) Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan pertama yang
menerima zakat, karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya
tidak bergantung kepada golongan lain adalah maksud dan tujuan
diwajibkannya zakat.
(e) Seyogyanya mengambil pendapat Imam Syafi’i sebagai kebijakan umum
dalam menentukan bagian maksimal untuk diberikan kepada petugas
zakat, baik yang bertugas dalam mengumpulkan maupun yang
mendistribusikannya.
3) Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. Zakat baru bisa
diberikan setelah adanya keyakinan dan juga kepercayaan bahwa si penerima
adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal
tersebut kepada orang-orang adil yang tinggal di lingkungannya, ataupun yang
mengetahui keadaannya yang sebenarnya. Sedangkan menyangkut tahap-
tahap atau langkah-langkah pendistribusian zakat produktif tersebut dapat
berupa, sebagai berikut:
1) Pendataan yang akurat sehingga yang menerima benar-benar orang yang
tepat.
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2) Pengelompokkan peserta ke dalam kelompok kecil, homogen baik dari sisi
gender, pendidikan, ekonomi dan usia dan kemudian dipilih ketua kelompok,
diberi pembimbing dan pelatih.
3) Pemberian pelatihan dasar, pada pendidikan dalam pelatihan harus berfokus
untuk melahirkan pembuatan usaha produktif, manajemen usaha,
pengelolaan keuangan usaha dan lain-lain. Pad pelatihan ini juga diberi
penguatan secara agama sehingga melahirkan anggota yang berkarakter dan
bertanggung jawab.
4) Pemberian dana, dana diberikan setelah materi tercapai, dan peserta dirasa
telah dapat menerima materi dengan baik. Usaha yang telah direncanakan
pun dapat diambil. Anggota akan dibimbing oleh pembimbing dan mentor
secara intensif sampai anggota tersebut mandiri untuk menjalankan usaha
sendiri.
Zaman masa Rasulullah saw, beliau mengangkat beberapa sahabat
sebagai amil zakat. Aturan dalam At-Taubah ayat 103 merupakan tindakan
Rasulullah SAW mengandung makna bahwa harta zakat dikelola oleh
pemerintah yang telah di atur dalam Surat At-Taubah ayat 60, terdapat kata amil
sebagai salah satu penerima zakat. Dalam konteks kekinian, amil tersebut dapat
berbentuk yayasan atau Badan Amil Zakat yang mendapatkan legalisasi dari
pemerintah.46 Selain Lembaga Amil Zakat yang ada di Indonesia yang telah
dibentuk pemerintah berupa Badan Amil Zakat mulai dari tingkat pusat sampai
46Ibrahim Yasin al-Syaikh, Cara Mudah Menunaikan Zakat, Bandung: Pustaka Madani,
2000, h. 278
42
tingkat kelurahan, lembaga atau yayasan seperti Dompet Dhuafa di Jakarta,
Yayasan Dana Sosial Al-Fala>h di Surabaya, Yayasan Daarut Tauhid di Bandung,
dan Yayasan Amil Zakat di Lampung.
Sebagian yayasan yang menggalang dana umat secara profesional dengan
nominal yang sangat besar dalam pengelolaan zakat terdapat beberapa prinsip-
prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar pengelolaan dapat berhasil sesuai yang
diharapkan yaitu:
1. Prinsip Keterbukaan dalam pengelolaan zakat hendaknya dilakukan
secara  terbuka dan diketahui oleh masyarakat umum.
2. Prinsip Sukarela, yaitu bahwa dalam pemungutan atau pengumpulan
zakat hendaknya senantiasa berdasarkan pada prisip sukarela dari umat
Islam yang menyerahkan harta zakat tanpa ada unsur pemaksaan.
3. Prinsip Keterpaduan dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus
dilakukan secara terpadu.
4. Prinsip Prefesionalisme dalam pengelolaan zakat harus dilakukan oleh
mereka yang ahli dibidangnya., baik dalam administrasi, keuangan dan
sebaginya.
5. Prinsip Kemandirian yang diharapkan lembaga pengelola zakat dapat
mandiri dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya tanpa perlu
menunggu bantuan dari pihak lain.
Manajemen kualitas suatu organisasi pengelola zakat dapat diukur dengan
(a) sifat amanah yang merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap
amil zakat karena tanpa sifat tersebut semua sistem yang dibangun dapat rusak,
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(b) Sikap profesional yang harus diimbangi dengan profesionalitas pengelolaan,
(c) Transparan dalam pengelolaan zakat agar menciptakan sistem kontrol yang
baik, karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi, tetapi juga
melibatkan pihak eksternal  sehingga tidak ada rasa curiga dan ketidak
kepercayaan masyarakat dapat diminimalisasi.
Ketiga kata kunci ini dapat diimplementasikan apabila didukung oleh
penerapan prinsip-prinsip operasionalisasi lembaga pengelola zakat yaitu,
Pertama,  melihat dari aspek kelembagaan, dengan memperhatikan berbagai
faktor, yaitu : visi dan misi, kedudukan dan sifat lembaga, legalitas dan struktur
organisasi, dan aliansi strategis. Kedua, aspek sumber daya manusia (SDM),
yang merupakan aset yang paling berharga sehingga pemilihan siapa yang akan
menjadi amil zakat harus dilakukan dengan hati-hati. Ketiga, aspek sistem
pengelolaan harus memiliki sistem pengelolaan yang baik, unsur-unsur yang
harus diperhatikan diantaranya harus memiliki sistem prosedur dan aturan yang
jelas, manajemen terbuka, mempunyai activity plan, mempunyai lending
commite, memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan, di publikasi dan
melakukan perbaikan terus menerus.
Setelah prinsip-prinsip operasional kita pahami, kita melangkah untuk
mengetahui bagaimana agar pengelolaan zakat dapat berjalan optimal. Untuk itu,
perlu dilakukan sinergi dengan berbagai stakeholder. Pertama, para pembayar
zakat (muzakki), jika lembaga pengelolah zakat ingin eksis, maka harus mampu
membangun kepercayaan para muzakki. Banyak cara yang bisa digunakan untuk
mencapainya, antara lain: memberikan progress report berkala, mengundang
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muzakki ke tempat mustahik, selalu menjalin komunikasi melalui media cetak,
silaturahmi, dan lain-lain. Kedua, para amil yang merupakan faktor kunci
keberhasilan lembaga pengelolah zakat oleh karena itu lembaga pengelolah zakat
harus mampu merekrut para amil yang amanah dan profesional.
Lembaga pengelola zakat menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1999
adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).
Badan Amil Zakat terdiri atas, Badan Pembina, Badan Pelaksana dan komisi
pengawas; Lain halnya Lembaga Amil Zakat, yaitu suatu organisasi yang
dibentuk oleh masyarakat untuk mengumpul dan mendistribusikan zakat.  Badan
amil zakat Nasional (BAZNAS)dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) menurut
peraturan perundang-undangan akan diuraikan sebagai berikut.
Lembaga amil zakat adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya
dibentuk atas prakarsa masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Akan tetapi
untuk mendapatkan legitimasi pemerintah sebuah lembaga amil zakat haruslah
terlebih dahulu beroperasi minimal selama dua tahun.47Organisasi Badan Amil
Zakat Nasional (BAZNAS), terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas dan
unsur pelaksana. Lembaga Amil Zakat (LAZ) mempunyai tugas pokok
mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan
ketentuan agama. Kepengurusan dalam lembaga tersebut harus ramping sesuai
dengan kebutuhan dan memiliki budaya: kerja sebagai ibadah, profesional, bersih
dan amanah, bertanggung jawab, inovatif, kreatif, proaktif dan mandiri.
Kemandirian itu dalam arti bahwa pembiayaan untuk opersional.
47Departemen Agama RI, Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pengelolaan
Zakat (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2003), h.22
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a. Pengelolaan Zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Lembaga Amal Zakat Nasional (BAZNAS) adalah salah satu lembaga
sebagai wadah penyaluran zakat untuk kemudian didayagunakan dan disalurkan
kepada yang berhak menerima. Sebagai lembaga yang mengemban amanah,
lembaga amil zakat mempunyai tanggung jawab besar dalam mengelola zakat.
Oleh sebab iu, dipandang perlu untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh tentang
pengelolaan zakat pada lembaga amal zakat.
Lembaga pengelola zakat menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1999
adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).
Badan Amil Zakat terdiri atas, Badan Pembina, Badan Pelaksana dan komisi
pengawas. Lain halnya Lembaga Amil Zakat, yaitu suatu organisasi yang
dibentuk oleh masyarakat untuk mengumpul dan mendistribusikan zakat. Badan
amil zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) menurut
peraturan perundang-undangan akan diuraikan sebagai berikut.
1) Badan Amil Zakat
a. Tugas Dewan Pertimbangan
Dewan Pertimbangan Amil Zakat memberikan pertimbangan, fatwa, saran
dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai
pengelolaan zakat. Karena itu, Dewan pertimbangan mem-punyai tugas:
(1) Menetapkan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat bersama
komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
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(2) Mengeluarkan fatwa syari’ah baik diminta maupun tidak berkaitan
dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh Pengurus Badan Amil
Zakat
(3) Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada Badan
Pelaksana dan Komisi Pengawas.
(4) Menampung, mengolah, dan menyampaikan pendapat umat tentang
pengelolaan zakat.
b. Komisi Pengawas Badan Amil Zakat
Komisi Pengawas melaksanakan pengawasan internal atas operasional
kegiatan yang dilaksanakan Badan Amil Zakat. Karena itu, Komisi Pengawas
mempunyai tugas :
(1) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.
(2) Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.
(3) Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana,
yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.
(4) Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syari’ah dan
peraturan perundang-undangan.
(5) Menunjuk Akuntan Publik.
c. Badan Pelaksana Amil Zakat
Badan Pelaksana melaksanakan kebijakan Badan Amil zakat dalam
program pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat. Karena itu, Badan
pelaksana mempunyai tugas:
47
(1) Membuat rencana kerja yang meliputi rencana pengumpulan,
penyaluran dan pendayagunaan zakat.
(2) Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja
yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah
ditetapkan.
(3) Menyusun laporan tahunan.
(4) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah dan
Dewan Perwakilan Rakyat sesuai tingkatannya.
(5) Bertindak dan bertanggungjawab untuk dan atas nama Badan Amil
Zakat baik ke dalam maupun ke luar.
2) Lembaga Amil Zakat (LAZ)
Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya
dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang
dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam. Pengukuhan dan
pembinaan Lembaga Amil Zakat dilakukan oleh Pemerintah. Untuk
mendapatkan pengukuhan, Lembaga Amil Zakat mengajukan permohonan
kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya dengan melampirkan sayarat-
syarat sebagai berikut :
(1) Akte pendirian (berbadan hukum);
(2) Data Muzakki dan Mustahik;
(3) Daftar Susunan Pengurus;
(4) Rencana program kerja jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
(5) Neraca atau laporan posisi keuangan;
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(6) Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.
Klasifikasi Lembaga Amil Zakat sama dengan Badan Amil Zakat, yaitu:
Lembaga Amil Zakat Nasional, Lembaga Amil Zakat propinsi, Lembaga Amil
Zakat kabupaten/kota dan Lembaga Amil Zakat kecamatan.
3) Pengumpulan dan Penyaluran Zakat
Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Badan Amil Zakat mempunyai
tugas pokok mengumpulkan dana zakat dari muzakki baik perorangan maupun
badan, yang dilakukan langsung oleh bagian pengumpulan atau melalui Unit
Pengumpul Zakat. BAZNAS dan LAZ wajib menerbitkan bukti setoran sebagai
tanda terima atas setiap zakat yang diterima. Bukti setoran zakat yang sah
tersebut harus mencantumkan hal-hal berikut :
(1) Nama, alamat dan nomor lengkap pengesahan Badan Amil zakat atau
nomor lengkap pengukuhan Lembaga Amil zakat;
(2) Nomor urut bukti setoran;
(3) Nama, alamat muzakki, dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) apabila
zakat penghasilan yang dibayarkan dikurangi dari penghasilan kena
pajak penghasilan;
(4) Jumlah zakat atas penghasilan yang disetor dalam angka dan huruf
serta dicantumkan tahun haul;
(5) Tanda tangan, nama, jabatan petugas Badan Amil zakat atau Lembaga
Amil zakat, tanggal penerima-an dan stempel Badan Amil Zakat atau
Lembaga Amil Zakat;
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Badan Amil Zakat atau Lembaga Badan Amil Zakat  dapat
bekerjasama dengan bank di wilayahnya masing-masing dalam mengumpulkan
dana zakat dari harta muzakki yang disimpan di bank atas persetujuan muzakki.
Kerjasama dimaksud, dapat dilakukan dengan semua bank, baik bank pemerintah
maupun bank swasta. Untuk terlaksananya kerjasama tersebut perlu dilakukan
kesepakatan bersama dan disosialisasikan kepada masyarakat secara luas, melalui
media cetak dan pebuatan leaflet yang disebarkan melalui petugas bank.
Dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan dana zakat, maka BAZNAS
atau LAZ dapat menyebarkan programnya melalui iklan dengan mencantumkan
nomor rekening pembayaran dana zakat dan lain-lain. Karena itu, Muzakki dapat
membayar zakatnya melalui nomor rekening BAZNAS dan LAZ.
C. Gambaran Umum Kemiskinan
1. Pengertian Kemiskinan
Kemiskinan adalah fenomena yang begitu mudah dijumpai di mana-mana,
tidak hanya di desa namun juga di kota. Di balik kemewahan gedung menculang
di langit kota, tidak terlalu sulit dijumpai para pengemis yang berkeliaran di
perempatan jalan atau di balik pintu rumah makan dan tempat yang banyak di
kunjungi banyak orang. Berbagai program sudah dilakukan untuk mengatasi
persoalan sosial tersebut, tetapi anehnya, secara statistik jumlah mereka bukan
berkurang, tetapi justru semakin bertambah terlebih setelah krisis ekonomi
melanda.
Konsep tentang kemiskinan sangat beragam, mulai dari ketidak mampuan
memenuhi kebutuhan konsumsi serta memperbaiki keadaan hidup, kurangnya
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kesempatan berusaha, hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan aspek
sosial dan moral. Beberapa pendapat mengatakan bahwa kemiskinan terkait
dengan sikap, budaya hidup, dan lingkungan dalam suatu masyarakat serta ada
yang mengatakan bahwa kemiskinan merupakan ketidak berdayaan sekelompok
masyarakat terhadap sistem yang diterapkan oleh suatu pemerintahan sehingga
mereka berada pada posisi yang sangat lemah yaitu kemiskinan struktural.
Ada dua istilah yang sangat dikenal berkaitan dengan kemiskinan, yaitu
fakir dan miskin. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata “fakir” diartikan
sebagai orang yang sangat berkekurangan atau sangat miskin.48 Sedangkan kata
miskin menurut kamus bahasa Indonesia mempunyai arti situasi penduduk atau
sebagian tidak berharta benda, serba kekurangan, berpenghasilan rendah,  tidak
dapat memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, dan perumahan yang sangat di
perlukan untuk mempertahankan tingkat kehidupan.49
Al-Qur’an memakai beberapa kata dalam menggambarkan kemiskinan,
yaitu faqir, miskin, al-sai>l, dan al-mahru>m, tetapi kata fakir dan miskin paling
banyak disebutkan dalam ayat al-Qur’an. Kata fakir dijumpa dalam al-Qur’an
sebanyak 12 kali dan kata miskin disebut sebanyak 25 kali yang masing-masing
digunakan untuk pengertian yang bermacam-macam. Dalam bahasa Arab kata
miskin berasal dari kata sakana yang berarti diam atau tenang, suatu keadaan
berada dalam ketidak mampuan baik secara materi, mental, maupun fisik, sedang
48Dendy Sugono dkk. , Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008),
hlm. 404, 1032.
49Tim Penyusun kamus Pustaka Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (cet 2, Jakarta:
Balai Pustaka, 2002), h. 854.
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faqir adalah orang yang patah tulang punggungnya dalam arti bahwa beban yang
dipikulnya sedemikian berat sehingga "mematahkan" tulang punggungnya.50
Kemiskinan merupakan tantangan yang harus diatasi dengan partisipasi
dan keberpihakan agama, karena dari komposisi masyarakat Indonesia dikenal
sebagai masyarakat yang religius. Namun potensinya belum tergali secara
signifikan guna membebaskan masyarakat dari berbagai masalah. Sebagai bangsa
yang religius, kita perlu berpikir serius tentang tanggung jawab moral sosial
terkait apa yang dihadapi oleh bangsai Indonesia. Agama dengan iman dan
kepercayaannya diharapkan ada pada garda terdepan perubahan sosial dan
perbaikan derajat hidup dan kehidupan berumat.
Salah satu tugas masyrakat adalah bangkitk dari ketertinggalan
kemiskinan. Islam menganggap kemiskinan sebagai persoalan serius dan
berbahaya, karena kemiskinan terkadang menjadikan tingkat keimanan menjadi
lemah, terganggu dan  dikhawatirkan akan hilang. Kemiskinan merupakan suatu
keadaan yang sering di hubungakan dengan kebutuhan, kesulitan dan kekurangan
di berbagai keadaan hidup. Istilah di negara yang berkembang, kemiskinan
dipahami dalam pengertian yang sangat sederhana yaitu sebagai keadaan
kekurangan uang, rendahnya tingkat pendapatan dan tidak terpenuhinya
kebutuhan dasar hidup atau keperluan hidup sehari-hari.
Masalah kemiskinan bukan sekedar  masalah komsumsi atau ekonomi,
tetapi termasuk masalah politik. Kemiskinan merupakan masalah membangun
50M. Quraisy Shihab, Wawasan al-Qur’an, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 449. Lihat pula
ar-Raghib al-Ashfahani, Mu’jam Mufradat Alfazh al-Qur’an, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah,
2004), h. 429
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kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan adanya masalah pengangguran,
terbelakangan dan ketidak berdayaan. Di era globalisasi sekarang ini, kemiskinan
dihubungankan dengan persoalaan kebutuhan, kekurangan, dan kesulitan  hidup.
Kemiskinan  dapat dipahami sebagai situasi dimana kelangkaan barang dan
pelayanan dasar seperti kekurangan materi yang mencakup kebutuhan pangan,
sandang, kesehatan, dan perumahan. Oleh karena itu, kemiskinan banyak di alami
oleh fakir miskin dan merupakan masalah yang penanggulannnya menjadi
prioritas dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan.
2. Ukuran Kemiskinan
Kemiskinan bukan sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi terwujud sebagai
hasil interaksi antara berbagai aspek yang ada dalam kehidupan manusia,
terutama aspek sosial dan aspek ekonomi. Apabila kedua aspek tersebut tidak
ditangani dengan baik maka akan dapat menimbulkan dampak sosial yang pada
akhirnya dapat mengancam ketahanan nasional. Kemiskinan dianalisis dengan
pendekatan ekonomi sangat dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dengan
ketidakberdayaan. Terjadinya kemiskinan bukan hanya menyangkut persoalan
individual, struktural seperti, ketimpangan dalam masyarakat, ketidakadilan serta
tersumbatnya akses-akses untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi orang miskin.
Dalam menanggulangi kemiskinan perlu adanya perbaikan dan perubahan
struktur dalam masyarakatan dan perlu mendapat perhatian, karena di dalam
struktur masyarakat memiliki budaya yang tercermin dalam bentuk nilai-nilai
dan norma yang mengarah pada perilaku disebut dengan budaya kemiskinan.
Budaya kemiskinan merupakan suatu adaptasi atau penyesuaian dan reaksi kaum
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miskin terhadap kedudukan marginal mereka dalam masyarakat. Orang miskin
memiliki kebiasaan sendiri yang berbeda dengan masyarakat kebanyakan. Sikap
negatif, seperti: malas, fatalisme atau menyerah pada nasib, perasaan tidak
berharga, tidak berdaya, ketergantungan yang tinggi dan rasa rendah diri tidak
memiliki jiwa kewirausahaan dan kurang menghormati etos kerja.
Rendahnya kualitas sumber daya manusia, mengakibatkan meningkatnya
jumlah kemiskinan sehingga mengakibatkan terjadinya ketimpangan distribusi
pendapatan seiring dengan kemajuan perekonomian sehingga terjadi
ketimpangan hasil pembangunan pada kelompok masyarakat yang berpendapatan
tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang diukur dalam garis
kemiskinan (poverty line). Kemiskinan berkaitan erat dengan standar hidup yang
absolut bagi masyarakat tertentu. Dalam batas garis kemiskinan yang digunakan
setiap negara berbedabeda, ini disebabkan karena adanya perbedaan lokasi dan
standar kebutuhan hidup. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan batas
miskin dari besar rupiah yang dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi
kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kalori per hari. Adapun
pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk
perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa. Selama dekade terakhir, terjadi
peningkatan batas garis kemiskinan, yang disesuaikan dengan kenaikan harga
barang yang dikonsumsi oleh masyarakat. Batas garis kemiskinan ini dibedakan
antara daerah pedesaan dan perkotaan.
54
Kemiskinan mempunyai pengertian yang luas dan tidak mudah
untuk mengukurnya. Untuk memahami persoalan kemiskinan ada beberapa
standar dalam mengukuran kemiskinan, yaitu;
1. Garis Kemiskinan, merupakan tingkat konsumsi rumah tangga minimum
yang dapat diterima secara sosial. Cara mengukur garis kemiskinan
berdasarkan income dua pertiga yang digunakan keranjang panga yang
dihitung oleh ahli statistik kesejahteraan sebagai persediaan kalori dan
protein utama yang paling murah. Menurut laporan PBB, garis
kemiskinan dinyatakan dalam satuan pendapatan per kapita perbulan
yang didalamnya terdapat 12 komponen kebutuhan dasar yaitu,
a) Kesehatan
b) Makan dan gizi
c) Pendidikan
d) Kondisi pekerjaan
e) Situasi kesempatan kerja
f) Komsumsi dan tabungan
g) Perumahan
h) Sandang
i) Rekreasi dan hiburan
j) Jaminan sosial
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k) Kebebasan kriteria rumah tangga miskin yang didasarkan pada
besar rupiah yang dibelanjakan untuk memenuhi pangan dan
nonpangan perbulan.51
2. Kemiskinan Absolut dan Relatif  yaitu Kemiskinan absolut adalah
kemiskinan yang jatuh dibawah standar konsumsi minimum dan
karenanya tergantung pada kebaikan (karitas/amal). Sedangkan relatif
adalah kemiskinan yang eksis di atas garis kemiskinan absolut yang
sering dianggap sebagai kesenjangan antara kelompok miskin dan
kelompok non miskin berdasarkan income relatif.
3. Target population, yaitu kelompok orang tertentu yang dijadikan sebagai
objek dan kebijakan serta program pemerintah. Mereka dapat berupa
rumah tangga yang dikepalai perempuan, anak-anak, buruh tani yang tak
punya lahan, petani tradisional kecil, korban perang dan wabah, serta
penghuni kampung kumuh perkotaan.
Potret rendahnya daya beli, kekurangn gizi, kurangnya pendidikan dan
rendahnya kesehatan merupakan salah satu cara mengukur garis kemiskinan serta
dapat dirumuskan sesuai dengan kelayakan pengeluaran minimum hidup orang
miskin. Pada dasarnya
Salah satu tujuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945,
dimana salah satu amanah yang tercantum didalamnya adalah melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dara Indonesia, memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan  kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan
51 http;//www.depsos.go.id/2803/2008/Prof.Ali Khomsah/Mengguta Ukuran kemiskinan, di
akses pada tanggal 28 November 2016.
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ketertiban dunia. 52 Hubungan masalah kemiskinan dengan pembangunan
sebagaimana digariskan dalam Undang-Undang  yang merupakan cara mencapai
tujuan dalam meningkatkan segi kehidupan bangsa baik pembangunan fisik,
budaya, ekonomi, dan ideology yang merupakan dasar terciptanya masyarakat
yang mandiri.
Kemiskinan merupakan masalah pokok nasional yang diderita oleh fakir
miskin yang penanggulannya menjadi prioritas utama dalam melaksanakan
pembangunna kesejahteraan sosial. Masyarakat miskin sering diartikan sebagai
kebodohan, kurangnyan keterampilan,kesempatan kerja yang kurang, namun jika
dipahami secara mendalam kemiskinan bukan akibat dari ketidakberdayaan
pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja tetapi berkaitan dengan masalah
struktur sosial yang cenderung menjadi paradigma budaya masyarakat. Secara
umum ada tiga macam ukuran kemiskinan yang biasa digunakan yaitu
kemiskinan kultural, natural, dan struktural.
1. Kemiskinan Kultural
Kemiskinan kultural adalah keadaan miskin yang disebabkan oleh faktor-
faktor yang tertentu yang melekat dalam kebudayaan masyarakat. Terutama
yang menyebabkan terjadinya proses pelestarian kemiskinan dalam masyarakat
itu sendiri, misalnya kecenderungan untuk hidup boros, kurang menghargai
waktu, dan kurang minat untuk berprestasi.53
52 Isbandi Rukminto Adi, Pemeberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Investasi
Komunitas; Pengantar pada Pemikiran Praktis. (Jakarta: FEUI, 2003), h. 39.




Keadaan miskin yang disebabkan oleh faktor-faktor alamiah, baik yang
berkaitan dengan sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang
mengitarinya, misalnya faktor iklim, kesuburan tanah, dan bencana alam.54
3. Kemiskinan Struktural
Keadaan miskin yang disebabkan oleh faktor-faktor yang berkaitan
dengan perbuatan manusia, misalnya penjajahan, pemerintahan yang otoriter dan
militeristik, merajalelanya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN),
kebijakan ekonomi yang tidak adil, serta perekonomian dunia yang lebih
menguntungkan kelompok Negara tertentu.55
Masalah kemiskinan membutuhkan intervensi semua pihak seacara
bersama agar terkoordinasi dengan baik, sehingga dalam penanganan harus
berkelanjutan. Peran masyarakat dan relawan sosial dapat menjadi sumber dalam
pemecahan akar masalah kemiskinan, untuk itu diperlukan perubahan  yang
menyeluruh dalam menanggulangi kemiskinan sebagaimana diketahui tujuan
utama pembangunnan masyarakat adalah meningkatkan taraf hidup.
D. Pemberdayaan Kaum Mustahiq
Pemberdayaan berawal dari kata daya atau power. Kata daya berasal "dari
dalam" yang diserap dari luar yang dapat diperkuat dengan unsur penguatan.
Secara terminologis, pemberdayaan dapat dimaknai sebagai upaya untuk
menjadikan masyarakat memiliki keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah
kemampuan individu dan atau kolektif untuk mengaktualisasikan potensi yang
54Al. Suroyo, dkk, Agama dan Kepercayaan membawa Pembaruan, h. 98
55Al. Suroyo, dkk, Agama dan Kepercayaan membawa Pembaruan, h. 100
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dimiliki individu atau masyarakat sehingga memiliki nilai yang lebih tinggi
dalam memberi kontribusi bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
Pemberdayaan merupakan pemberian kebebasan dan kesempatan kepada
masyarakat untuk mengambil prakarsa dan keputusan berdasarkan hak-hak asasi
manusia. Teori pemberdayaan bertolak dari asumsi bahwa setiap komunitas
sosial memiliki potensi ekonomis untuk maju. Kemiskinan yang dihadapi suatu
masyarakat, bukan karena tidak adanya faktor ekonomis yang memungkinkan
mereka untuk hidup kaya, melainkan karena ketidak mampuan mereka untuk
mengaktualisasikan potensi ekonomis yang mereka miliki, seperti potensi yang
terpendam atau tidak dapat didayagunakan, baik karena tekanan faktor struktural
maupun karena keterbatasan pengetahuan, skill, modal, maupun jaringan. Oleh
karena itu, pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk mewujudkan suatu
kelompok sosial yang memiliki keberdayaan untuk menggali dan mengelola
potensi dengan kekuatan sendiri  sehingga mampu memberikan kesejahteraan
dan kemakmuran.
Pemberdayaan merupakan proses pendekatan yang pelaksanaan
pembangunan yang memanusiakan manusia, keterlibatan masyarakat dalam
pembangunan lebih mengarah kepada bentuk partisipasi, bukan dalam bentuk
mobilisasi. Partisipasi masyarakat dalam perumusan program membuat
masyarakat tidak semata-mata berkedudukan sebagai konsumen program, tetapi
juga sebagai produsen karena telah ikut serta terlibat, sehingga masyarakat
merasa ikut memiliki program dan mempunyai tanggung jawab serta memiliki
motivasi yang lebih bagi partisipasi.
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Kegagalan suatu negara berkembang memberantas kemiskinan tidak
terlepas dari model pembangunan yang diterapkannya. Menurut para ahli,
kegagalan yang terjadi dikarenakan model pembangunan yang berlaku di negara
tersebut tidak memberi kesempatan pada rakyat miskin untuk ikut serta dalam
proses pengambilan keputusan yang menyangkut pemilihan, perencanaan dan
pelaksanaan program pembangunan. Dengan kata lain, rakyat miskin hanyalah
sekedar obyek dari pembangunan yang bercirikan top down dan memihak kepada
segelintir orang serta pemerintahan yang sentralistik.56
Melelui pemberdayaan masyarakat, mekanisme untuk mencegah proses
kemiskinan dan upaya mencari alternatif terhadap konsep pertumbuhan.
Pemberdayaan merupakan konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai
sosial yang mencerminkan paradigma baru bagi pembangunan serta tidak
mempertentangkan pertumbuhan dengan pemerataan.  pemberdayaan masyarakat
adalah suatu proses yang sedang dan terus berlangsung secara sengaja dan
berpusat pada masyarakat lokal yang berpikiran kritis, memiliki prinsip saling
menghormati, kepedulian terhadap sesama dan partisipasi kelompok, yang mana
melalui proses ini mereka yang tidak memiliki akses akan keadilan alokasi
sumber daya.
Keberdayaan masyarakat merupakan unsur dasar yang memungkinkan
suatu masyarakat bertahan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri
dan mencapai kemajuan. Prasyarat suatu keberdayaan masyarakat adalah
56 Djamaluddin Ahmad al-buny, Problematika Harta dan Zakat, (Surabaya: Bian Ilmu
(184), h. 26.
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kemampuan individual untuk menggali dan mengelola potensi ekonomis yang
dimiliki, sehingga memberi kontribusi bagi kemajuan dan kesejahteraan.
Kemampuan itu pada dasarnya berpusat pada kondisi kesehatan, pendidikan,
keterampilan, kelembagaan. Jadi suatu masyarakat yang sebagian besar
anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat, serta terorganisir dengan
baik, dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang memiliki keberdayaan yang
tinggi. Keberdayaan masyarakat itu sendiri menjadi sumber dari apa yang di
dalam wawasan politik disebut sebagai ketahanan nasional. Artinya bahwa
apabila masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi, maka hal
tersebut merupakan bagian dari ketahanan ekonomi nasional.
Penunaian zakat merupakan langkah nyata untuk membangun sinergi
sosial yang dapat dikembangkan dalam konteks kehidupan modern, misalnya
orang kaya yang memiliki harta dapat menyalurkan zakat kepada Badan Amil
Zakat atau Lembaga Amil Zakat untuk didayagunakan. Kemudian oleh badan
atau lembaga tersebut dana zakat itu diwujudkan dalam bentuk pemberian
ketrampilan dan modal untuk diberikan kepada para mustahik setelah kebutuhan
pokok delapan asnaf mustahik terpenuhi.
Melalui ketrampilan dan modal yang diterima tersebut diharapkan akan
tercipta suatu kegiatan usaha semacam industri rumah tangga (home industry).
Selain akan mengangkat taraf hidup orang yang berusaha itu, juga akan terbuka
lapangan kerja minimal bagi anggota keluarga dari mustahik bersangkutan serta
masyarakat sekitarnya. Pola pemberdayaan seperti itu, zakat harta orang kaya
dapat terus dikembangkan atau digulirkan kepada mustahik yang lain sehingga
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nilai harta zakatnya akan semakin bertambah. bagi mustahik yang memperoleh
keterampilan dan modal tersebut diharapkan dapat mengembangkan usahanya
agar kesejahteraannya menjadi semakin meningkat sehingga lambat laun predikat
mustahik akan berubah menjadi muzakki.
Dana zakat dapat dijadikan sebagai sumber dana potensial yang dapat
dikelola sebagai investasi sosial ekonomi. Pandangan bahwa zakat hanya
merupakan dana bantuan atau alat belas kasihan orang kaya kepada orang miskin
tidak dapat lagi di benarkan karena pada dasarnya tidak sesempit itu makna
zakat,dan juga karena anggapan semacam itu hanya akan mengukuhkan
perbedaan status sosial dan menciptakan ketergantungan orang miskin. Namun,
zakat harus diposisikansebagai instrumen penting dan sumber dana produktif
untuk perbaikan ekonomi umat.
Mubariq Ahmad dalam tulisannya Zakat untuk Pengentasan Kemiskinan
tahun 1996, yaitu diperlukan perubahan, cara pandang dan usaha-usaha khusus
jika zakat ingin ditingkatkan perannya sebagai alat untk pengentasankemiskinan.
Untuk kondisi masyarakat Indonesia ia menawarkan dua alternatif administrasi
perzakatan yaitu: Petama, zakat sebagai bagian dari pungutan yang dikenakan
pemerintah atas masyarakat (administrasi zakat sebagai bagian dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara);Kedua,zakat sebagai “sistem kesejahteraan”
masyarakat Islam yang terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
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Kebijakan perundang-undangan di negara kita dewasa ini menganut sistem yang
kedua tadi.57
Pemberdayaan mempunyai 2 (dua) tujuan yaitu melepaskan belenggu
kemiskinan dan keterbelakangan serta memperkuat posisi lapisan masyarakat
dalam struktur kekuasaan. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep
pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini
mencerminkan paradigma baru pembangunan yaitu yang bersifat people
centered, participatory, empowering and sustainable, seperti dikatakan Robert
Chamber.58Dalam pemberdayaan masyarakat setidaknya ada dua memperspektif
yang relevan untuk mendekati persoalan pemberdayaan masyarakat (terutama
masyarakat miskin) agar lebih memiliki akses pada pelayanan, yaitu: (1)
perspektif yang memfokuskan perhatiannya pada alokasi sumber daya (Resource
allocation). (2) Perspektif yang memfokuskan perhatiannya pada penampilan
kelembagaan.
Asumsi yang pertama di atas, dikembangkan berbeda dalam
perspektif:(1). Ketidakberdayaan kelompok miskin dianggap sebagai akibat dari
atau sekurang-kurangnya berkaitan dengan sindrom kemiskinan yang rekat
melekat pada kehidupan kelompok miskin itu sendiri. Sedangkan dalam
perspektif; (2). Ketidak berdayaan itu dianggap sebagai konsekwensi dari bentuk
57Departemen Agama RI, Pedoman Zakat, (Jakarta : Bagian Proyek Peningkatan Zakat
dan Wakaf, 2002), h. 14
58 Ginanjar Kartasasmita, Power & Empowerment Sebuah Telaah Mengenai
Pemberdayaan Masyarakat (Jakarta : Gramedia, 1986), h.8
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pengelolaan pelayanan yang diskriminatif (hanya menguntungkan kelompok kaya
dan merugikan kelompok miskin).59
Zakat yang diberikan kepada mustahiq akan berperan sebagai
pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsikan pada kegiatan
produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep
perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab
kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan
adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan, pengelolaan seara baik
dan pendistribusiannya secara terarah dan tepat sasaran, sehingga dapat
mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut dalam meningkatkan taraf
hidup yang layak bagi mustahiq.
Menurut Abdul al-Hamid Mahmud al-Ba’ly pemberdayaan dengan
kepemilikan harta zakat yang berhak dibagi dalam dua bagian, yaitu:
1. Memberdayakan kaum fakir, yakni dengan memberikan sejumlah harta
untuk memenuhi kebutuhan hidup serta memberdayakan mereka yang
tidak memiliki keahlian apapun.
2. Pemberdayaan bagi kelompok yang berhak menerima harta zakat untuk
memenuhi kebutuhan hidup, sebagai modal usaha bagi mereka yang
terkendala modal dalam berusaha agar supaya dapat memberdayakan
mereka sehingga dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri.
Syaikh Syamsal-Dinal-Ramly, mengemukakan fakir miskin diberikan
bagian dari zakat secukupnya sesuai kebutuhan hidup di negara mereka tinggal,
59Sunyoto Usman, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, (Yogyakarta : Pustaka
Pelajar, 1998), h.21
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dan apabila umur mereka lebih lanjut, zakat diberikan pertahun dalam bentuk
modal usaha. Hal ini dikemukakan oleh Imam Ahmad bahwa pemberian zakat
kepada fakir miskin selain bersifat konsumtif, juga diberikan agar produktif
dalam bentuk modal usaha.Selain pemberdayaan bagi fakir miskin, zakat
difungsikan untuk memberdayakan mustahiq lainnya. 60 Oleh karena
ketidakmampuan mereka, pemberian zakat merupakan pengahasilan baru bagi
amil dan mualaf, bagi ibnu sabil dan budak, zakat difungsikan untuk mencukupi
kebutuhan yang bersifat sekunder.
E. Tahap-tahap Pemberdayaan Zakat dan Penyaluran
Pemberdayaan adalah konsep yang paling sering digunakan, namun sering
kali tidak benar-benar memahami maknanya. Memang tidak ada pemahaman
yang benar secara absolut.  Secara etimologi pemberdayaan berasal dari kata
daya yang berarti kemampuan untuk melakukan sesuatu. 61 Pemberdayaan
terjemahan dari empowerment, sedang memberdayakan adalah terjemahan dari
empower. Menurut merriam Webster dan Oxford English Dictionary, kata
empower mengandung dua pengertian, yaitu: (1) to give power atau authority to
atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke
pihak lain; (2) to give ability to atau enable atau usaha untuk memberi
kemampuan atau keperdayaan.62
60 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Zakat (Cet. I; Yogyakarta: Majelis Pustaka PP
Muhammadiyah, 1997), h. 77.
61W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Cet. VIII, Jakarta: Balai
Pustaka, 1996), h.  233.
62Edi Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat; Kajian Srategi Pembangunan
Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, (Cet I; Bandung, Refika Aditama 2005), h. 177
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Beberapa literatur menyebutkan, bahwa konsep pemberdayaan sudah lahir
sejak revolusi industri atau ada juga yang menyebut sejak lahirnya Eropa modern
pada abad ke-18 atau zaman renaissance, yaitu ketika orang mulai
mempertanyakan diterminisme keagamaan. Kalau pemberdayaan dipahami
sebagai upaya untuk keluar atau melawan diterminisme gereja serta monarki,
maka pendapat bahwa gerakan pembedayaan mulai muncul pada abad
pertengahan. Konsep pemberdayaan mulai menjadi diskursus pembangunan,
ketika orang mulai mempertanyakan makna pembangunan. Wacana
pemberdayaan muncul ketika industrialisasi menciptakan masyarakat penguasa
faktor produksi dan masyarakat yang pekerja yang dikuasai. Di negara sedang
berkembang, wacana pemberdayaan muncul ketika pembangunan menimbulkan
disinteraksi sosial, kesenjangan ekonomi, degradasi sumberdaya alam, dan
alienasi masyarakat dari faktor-faktor produksi oleh penguasa. Karena kekurang-
tepatan pemahanan mengenai pemberdayaan, maka dalam wacana praktik
pembangunan, pemberdayaan dipahami secara beragam. Yang paling umum
adalah pemberdayaan disepadankan dengan partisipasi. Padahal keduanya
mengandung pengertian dan spirit yang tidak sama.
Menurut William Webster, pemberdayaan memiliki dua arti, yang
pertama berarti to give power or authority to, yaitu memberikan kekuasaan atau
kekuatan pada pihak lain, dan pengertian yang kedua adalah to give ability or
enable yaitu upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan.63 Menurut
63 Onny S  Prijono dan A. M. W Pranarka, Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan
Implementasi (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, CSIS,1996), h. 3.
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Talcot Parsons yang dikutip oleh Prijono,64power merupakan sirkulasi dalam
subsistem suatu masyarakat, sedangkan power dalam empowerment adalah daya
sehingga empowerment dimaksudkan sebagai kekuatan yang berasal dari bawah.
Pemberdayaan ini memiliki tujuan dua arah, yaitu melepaskan belenggu
kemiskinan dan keterbelakangan dan memperkuat posisi lapisan masyarakat
dalam struktur kekuasaan. Keduanya harus ditempuh dan menjadi sasaran dari
upaya pemberdayaan. Sehingga perlu dikembangkan pendekatan pemberdayaan
masyarakat dalam pembangunan masyarakat.
Konsep pemberdayaan lahir sebagai antitesis terhadap model
pembangunan dan model industrialisasi yang kurang memihak pada rakyat
mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logik sebagai berikut:
(1) bahwa proses pemusatan kekuasan terbangun dari pemusatan
penguasaan faktor produksi.
(2) kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan,
sistem politik, sistem hukum, dan ideologi yang manipulatif untuk
memperkuat dan legitimasi.
(3) pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat
pekerja dan masyarakat yang pengusaha pinggiran.
(4) kooptasi sistem pengetahuan, sistem hukum, sistem politik, dan
ideologi, secara sistematik akan menciptakan dua kelompok
masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya.
Akhirnya yang terjadi adalah dikotomi, yaitu masyarakat yang
64Prijono, Pemberdayaan, h. 65.
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berkuasa dan manusia yang dikuasai. Untuk membebaskan situasi
menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui
proses pemberdayaan bagi yang dikuasai.
Perkembangan sektor informal pada saat ini mendapatkan sorotan yang
serius oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah dengan adanya otonomi
daerah. Oleh sebab itu, otonomi daerah merupakan suatu proses yang
memerlukan transformasi paradigmatik dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah. Ditinjau dari aspek ekonomi, perubahan yang utama terletak pada
perspektif bahwa sumber-sumber ekonomi yang tersedia di daerah harus dikelola
secara mandiri dan bertanggung jawab, dan hasilnya lebih diorientasikan kepada
kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, pembangunan ekonomi daerah yang
mengarah kepada pemberdayaan masyarakat harus mendapatkan perhatian yang
serius, termasuk sektor informal.
Perilaku seseorang dalam aktifitas ekonomi tidak hanya merupakan suatu
tindakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi semata tetapi terdapat motif lain
yang menyebabkan adanya jalinan hubungan yang erat antara penjual dengan
pembeli. Perilaku ekonomi seseorang bisa jadi merupakan suatu tindakan sosial,
bila tindakan tersebut memperhitungkan perilaku orang lain. Jaringan hubungan
ekonomi antar pembeli dengan penjual, dapat dipengaruhi oleh pertimbangan-
pertimbangan non ekonomi. Hal tersebut terjadi pada suatu masyarakat yang
mempunyai ikatan emosional yang kuat baik ras, etnik maupun agama. Keadaan
seperti ini disebut sebagai solidaritas mekanik dan banyak dijumpai di
masyarakat tertentu yang lebih menyukai melakukan transaksi usaha dengan
68
didasari pertimbangan ekonomi, walaupun sebenarnya transaksi tersebut dapat
dilakukan dengan suatu kelompok masyarakat tertentu.
Pemberdayaan merupakan suatu kegiatan yang lebih menekankan proses,
tanpa bermaksud menafikan hasil dari pemberdayaan itu sendiri. berkaitan
dengan proses, maka partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam setiap
tahapan pemberdayaan mutlak diperlukan. Sebagaimna yang diungkapkan oleh
Isbandi Rukminto Adi.65 Tujuan pemberdayaan berorientasi pada proses yang
mengupayakan integrasi masyarakat dan dikembangkan kapasitasnya guna
memecahkan masalah mereka secara kooperatif atas dasar kemauan dan
kemampuan menolong diri sendiri sesuai prinsip demokratis. Dengan
menekankan pada proses, maka pemberdayaan pun memiliki tahap-tahap sebagai
berikut:
1. Bantuan Modal
Salah satu aspek permasalahan yang dihadapi masyarakat adalah
permodalan. Lambannya akumulasi kapital di kalangan pengusaha kecil dan
menengah, merupakan salah satu penyebab lambannya laju perkembangan usaha
dan rendahnya surplus usaha di sektor usaha kecil dan menengah. Faktor modal
juga menjadi salah satu sebab tidak munculnya usaha-usaha baru di luar sektor
ekstraktif. Oleh sebab itu tidak salah, kalau dalam pemberdayaan masyarakat di
bidang ekonomi, pemecahan dalam aspek modal ini penting dan memang harus
dilakukan
65 Isbandi Rukminto Adi, Intervernsi Komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai
Upaya Pemberdayaan Masyarakat (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 70-75
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Kelemahannya ekonomi pada masyarakat yang memiliki usaha kecil, dan
menengah, karena tidak memiliki faktor produksi, atau masyarakat yang
pendapatannya hanya dari upah/gaji. Karena tidak mungkin semua anggota
masyarakat dapat dan memiliki talenta untuk dijadikan pengusaha, maka bantuan
modal tidak akan dapat menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat
pekerja. Untuk itu perlu dicermati dalam usaha pemberdayaan masyarakat di
bidang ekonomi melalui aspek permodalan ini adalah: (1) bagaimana pemberian
bantuan modal ini tidak menimbulkan ketergantungan masyarakat; (2)
bagaimana pemecahan aspek modal ini dilakukan melalui penciptaan sistem yang
kondusif baru usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah untuk mendapatkan
akses di lembaga keuangan; (3) bagaimana skema penggunaan atau kebijakan
pengalokasian modal tidak terjebak pada perekonomian subsisten. Tiga hal ini
penting untuk dipecahkan bersama. Inti pemberdayaan adalah kemandirian
masyarakat.
Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan
Lembaga Amil Zakat karena LAZ sebagai organisasi yang terpercaya untuk
pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak
memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan
pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal
kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan
mandiri.
Oleh karena itu, pemberian modal serta pendampingan dan pelatihan
keterampilan bagi masyarakat miskin sangatlah penting agar program ini tidak
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semata pemberian pinjaman modal usaha, namun yang lebih penting adalah
adanya pelatihan dan pendampingan yang intensif, sistematis dan
berkesinambungan kepada para mustahiksehingga kualitas insani meningkat baik
dalam hal agama, wirausaha, pemasaran, keorganisasian dan perubahan karakter
(mental).
2. Bantuan Pembangunan Prasarana
Usaha mendorong produktivitas dan mendorong tumbuhnya usaha, tidak
akan memiliki arti penting bagi masyarakat, kalau hasil produksinya tidak dapat
dipasarkan, atau kalaupun dapat dijual tetapi dengan harga yang amat rendah.
Oleh sebab, itu komponen penting dalam usaha pemberdayaan masyarakat di
bidang ekonomi adalah pembangunan prasarana produksi dan pemasaran.
Tersedianya prasarana pemasaran atau transportasi dari lokasi produksi ke pasar,
akan mengurangi rantai pemasaran dan pada akhirnya akan meningkatkan
penerimaan petani dan pengusaha mikro, pengusaha kecil, dan pengusaha
menengah. Artinya, dari sisi pemberdayaan ekonomi, maka proyek pembangunan
prasarana pendukung desa tertinggal, memang strategis.
3. Pengkapasitasan
Sebelum diberdayakan, komunitas perlu diberikan kecakapan dalam
mengelolanya. Tahap ini sering disebut sebagai capacity building, atau dalam
bahasa yang lebih sederhana memampukan atau enabling. Pemberian daya atau
kuasa, maka yang bersangkutan harus siap secara skill dan mental terlebih
dahulu. Contohnya sebelum diberikan bantuan modal, mustahik diberikan
kecakapan atau keterampilan khusus dalam mengelola usaha dan keuangannya
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dengan baik, agar bantuan dana dari zakat imfak dan sadaqah yang diterimanya
dari Baznas atau muzaki kelompok/perorangan dapat dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kemajuan usahanya. Tahapan ini juga para
mustahik ditekankan dengan menanamkan nilai-nilai agama dan budaya modern
seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan  kebertanggungjawaban.
4. Bantuan Pendampingan
Pendampingan masyarakat memang perlu dan penting. Tugas utama
pendamping ini adalah memfasilitasi proses belajar atau refleksi dan menjadi
mediator untuk penguatan kemitraan baik antara usaha mikro, usaha kecil,
maupun usaha menengah dengan usaha besar. Yang perlu dipikirkan bersama
adalah mengenai siapa yang paling efektif menjadi pendamping masyarakat. Oleh
sebab itu, untuk menjamin keberlanjutan pendampingan, sudah saatnya untuk
dipikirkan pendamping insitu, bukan pendamping eksitu yang sifatnya sementara
sebab proses pemberdayaan bukan proses satu dua tahun, tetapi proses
seterusnya.
E. Kerangka Konseptual
Kemunculan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memberikan
alternatif dalam menimalisir angka kemiskinan dan menjadi mitra lembaga
pemerintah untuk mengadakan penyuluhan terhadap kaum muzakki untuk
menyadarkan dan mengeluarkan sebahagian harta bagi masyarakat kaya. Zakat
merupakan salah satu nilai instrumental yang sangat strategis dalam sistem
ekonomi Islam yang mempengaruhi tingkah laku ekonomi seorang muslim,
masyarakat dan pembangunan ekonomi pada umumnya.
72
Ajaran agama Islam menetapkan bahwa wujud segala sesuatu di
alam ini adalah milik Allah swt yang diamanatkan kepada manusia untuk
mengambil manfaat, baik manfaat untuk dirinya maupun manfaat untuk
kesejahteraan ummat Islam. Manusia didalam memanfaatkan harta
kekayaan harus sesuai dengan martabat sebagai insan yang berakal budi,
sehingga dapat mengangkat derajatnya lebih tinggi dari mahluk lainnya.
Harta yang diperoleh dari hasil usaha manusia bukan menjadi milik mutlak
baginya karena terdapat hak manusia lainnya, sebab harta bukan milik
mutlak seseorang, walaupun Islam mengakui milik perseorangan, tetapi
sangat berlainan dengan individualisme, juga berbeda dari sosialisme yang
berupa komersialisme yang tidak terbatas, mengurangi hah-hak pribadi.
Fungsi harta dalam Islam, dapat dikatakan bahwa dalam
kesejahteraan individu terdapat kesejahteraan masyarakat begitupun
sebaliknya didalam kesejahteraan masyarakat terdapat kesejahteraan
individu. Kesejahteraan individu dan kesejahteraan masyarakat
menghendaki supaya nafsu dan jiwa (hati nurani) terhadap keseimbangan
dan keselarasan yang sehat. Dengan demikian, akan terjamin kesejahteraan
individu di satu pihak dan  kesejahteraan masyarakat di lain pihak. Di sini
menunjukkan bahwa pemilik harta berkawajiban untuk memberikan hak
masyarakat sebagai hak sosial.
Akhir dekade 90-an, tepatnya pada tahun 1999 pengelolaan zakat mulai
memasuki level negara, setelah sebelumnya hanya berkutat pada tataran
masyarakat dengan ditandainya dan disahkan Undang-undang (UU) No 38 tahun
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1999 tentang Pengelolaan Zakat dan perubahannya Nomor 23 Tahun 2011 telah
menjadi landasan legal formal pelaksanaan zakat di Indonesia. Dalam upaya
pengumpulan zakat, pemerintah telah mengukuhkan Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS), yaitu, lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, yang
personalia pengurusnya terdiri atas ulama, cendekiawan, profesional, tokoh
masyarakat, dan unsur pemerintah, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), yaitu,
lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat, yang pengukuhannya
dilakukan oleh pemerintah bila telah memenuhi persyaratan tertentu. Lembaga-
lembaga ini ditugaskan sebagai lembaga yang mengelola, mengumpulkan,
penyaluran, dan memberdayakan para penerima zakat dari dana zakat.
Undang-undang tentang pengelolaan zakat dan keputusan menteri Agama
Republik Indonesia tentang pelaksanaan pengelolaan zakat adalah kegiatan
perencanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta
pendayagunaan zakat agar tujuan sumber dana dapat dimanfaatkan bagi
kesejahteraan masyarakat perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan
bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah.
Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan
kepada muzakki, mustahiq dan pengelola zakat, maka dalam pengelolaan zakat
tersebut harus berdasarkan iman dan taqwa agar dapat mewujudkan keadilan
sosial, kemashlahatan keterbukaan dan kepastian hukum sesuai jiwa pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4.
Peningkatan kesadaran untuk mengeluarkan zakat bagi kaum profesional
sebaiknya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan yang teratur atas dasar
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perencanaan yang mantap. Penyuluhan bertujuan agar kaum profesional
mengetahui dan memahami tentang kewajiban zakat dan selanjutnya dapat
dijadikan penerangan hukum. Tujuan utama dari penerangan dan penyuluhan
hukum adalah agar kaum profesional memahami hukum-hukum tertentu, sesuai
masalah-masalah hukum yang sedang dihadapi, seperti penyuluhan hukum harus
berisikan hak dan kewajiban di bidang-bidang tertentu, serta manfaatnya bila
hukum dimaksud ditaati.
Penerangan dan penyuluhan hukum, menjadi tugas dari Baznas dan para
amil zakat, dan dengannya menjelaskan pula berbagai fungsi pendistribusian
zakat penghasilan (redistribution of income), karena sebagaimana dipahami
bahwa zakat penghasilan sebagai zakat profesi adalah harta yang wajib
disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim
sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak
menerimanya.
Dalam pemanfaatan, zakat tidak hanya dapat dimanfaatkan untuk hal-hal
yang bersifat konsumtif, tetapi juga untuk sesuatu yang bersifat produktif.
Dengan pemanfaatan zakat untuk kegiatan yang produktif akan memberikan
income (pemasukan) bagi para penerima zakat dalam kelangsungan hidupnya.
Para penerima zakat akan terbantu untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang
akan meningkatkan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya yang selanjutnya
berdampak bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu,
apabila zakat dikelola dengan baik, maka zakat akan dapat dipergunakan sebagai
sumber dana yang potensial yang berasal dari masyarakat sendiri dan dapat
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Kebijakan Yuridis dan Normatif
Tentang Zakat
Peran Badan Amil Zakat
Kota Parepare
dimanfaatkan untuk kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Pengelolaan zakat
ini akan optimal apabila dapat dilakukan secara bersama-sama antara
pemerintah, masyarakat, dan lembaga pengelola zakat.
Untuk memberikan gambaran kerangka konseptual dalam peneltian ini,
disajikan berdasarkan gambar berikut:
Kerangka Konseptual Penelitian
Impelementasi Pemberdayaan Dana Zakat
(1) Pelaksanaan; (2) Pengumpulan; (3)
Pendistribusian; (4) Pemberdayaan
Upaya dalam Meningkatkan  Ekonomi Masyarakat





Metode penelitian merupakan strategi mutlak yang harus di pakai dalam
suatu penelitian. Metode penelitian yang penulis gunakan merujuk pada Buku
Pedoman Penulisan Karya Ilmiah: Makala, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan
Penelitian 2015 yang diterbitkan oleh UIN Alauddin Makassar, tanpa
mengabaikan buku-buku metodologi lainnya, yang mencakup beberapa bagian
sebagai berikut.66
1. Jenis dan Lokasi Penelitian.
a. Jenis Penelitian
Sesuai dengan judul dan permasalahan yang telah ditetapkan, maka
penelitian  dilaksanakan di lapangan (field research). 67 Jenis penelitian yang
penulis lakukan tergolong deskriptif kualitatif yaitu berupaya
mendiskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang terkumpul
dalam proses penelitian.68 Data yang di peroleh akan diproses dan diarahkan
sesuai dengan konsep yang diiapkan oleh penulis.
Pengolahan data yang diperoleh dari lapangan dengan mengkorelasikan
dengan berbagai konsep dan diimplementasikan dalam praktik ideal
66Dr. Muljono Damopolii dan Tim Penulis Karya Tulis Ilmiah UIN Alauddin, Pedoman
Penulisan Karya Ilmiah; Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian, Edisi Revisi
Cet I ( Makassar: UIN Alauddin, 2013), h. 8-19
67Sutrisno dkk, Metodologi Research (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi
UGM, 2004), h. 19
68Penelitian kualitatif memberikan gambaran sistematis, akurat dan proses intrepretasi
data di lapangan yang diarahkan sesuaia dengan tujuan yang akan di capai dalam penelitian. Lihat
Mardalis, Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal (Jakarta: Bumi Aksara, 2004),  h. 26
76
77
pendayagunaan zakat di Kota Parepare sesuai dengan realitas yang ada. Selain
data lapangan, penulis juga melakukan kajian library research, misalnya buku-
buku yang relevan yang ada kaitannya dengan penelitian.
b. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Parepare dengan sasaran utama  yaitu
dari pelaku zakat (muzakki), pengelolah atau lembaga zakat  yang menangani
(amil) dan para mustahiq yang dalam hal ini sebagai pihak yang menerima zakat.
Khusus untuk data-data tertulis dan dokumen, peneliti memilih lokasi kantor
BAZNAS Kota Parepare yang ada di Kota Parepare.
2. Pendekatan Penelitian
Metode pendekatan merupakan pola pikir yang digunakan untuk
membahas obyek penelitian.69 Karena penelitian ini membahas tentang peran
badan amil zakat dalam memberdayakan dana zakat sebagai upaya
meminimalisir kemiskinan masyarakat Kota Parepare, maka metode
pendekatan yang diterapkan guna mendapat hasil penelitian yang
maksimal,sebagai berikut :
a) Pendekatan Syar’i, yakni penelitian yang  berkenaan syariat atau hukum
Islam dan terkait  dengan peran badan amil zakat dengan menghubungkan
kajian penelitian apakah sesuai dengan hukum Islam.
b) Pendekatan Sosio historis, pendekatan ini diperlukan untuk mengetahui
realitas yang ada di masyarakat dengan perjalanan sejarah serta perubahan
69 Tim Penulis Karya Ilmiah UIN Aluddin, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah;
Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, h. 11.
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yang akan mempengaruhi bentuk atauran yang berlaku. Pendekatan ini
dibutuhkan untuk melacak data-data sesuai dengan realitas yang ada.
c) Pendekatan yuridis formal yaitu usaha memahami perangkat perundang-
undangan, khususnya Undang-undang nomor 38 Tahun 1999 tentang
pengelolaan zakat dan Undang-undang kebijakan pemerintah daerah yang
terkait dengan pengelolaan zakat.
3. Sumber data
Jenis data dalam penelitian ini terdiri atas dua, yaitu data yang bersifat
primer dan data yang bersifat sekunder. Data primer, adalah data yang
bersumber dari hasil survei, wawancara dengan informan dan dokumentasi.
Dengan survey tersebut penulis terlibat langsung di lapangan. Sedangkan
untuk wawancara selain menentukan beberapa tokoh, diutamakan pula
wawancara dengan pihak pemerintah di Kota Parepare. Untuk data primer
diperlukan sumber data dengan cara menentukan informan yang dianggap
paling memahami masalah yang diteliti. 70 Informan dalam penelitian ini
adalah pegawai badan amil zakat, dan informan lain yang dianggap perlu
yakni tokoh agama, dan orang pemerintah setempat.
70 Penentuan informan diperlukan dalam sebuah penelitian untuk mengetahui
keseluruhan obyek yang diteliti, dan untuk mengungkap totalitas semua nilai yang mungkin
hasil perhitungan atau kualitas dari karakteristik tertentu mengenai sekumpulan obyek yang
dipelajari sifat-sifatnya. Informan dalam suatu penelitian merupakan sumber data yang
akurat dari seluruh individu yang menjadi populasi sekalipus sampel penelitian. Tujuan
penentuan informan adalah untuk memperoleh keterangan mengenai obyek penelitian dengan
cara memberi pertanyaan melalui wawancara atau melalui angket penelitian. Data yang
diperoleh dari informan memudahkan penelitia untuk menarik generalisasi dari hasil
penyelidikan. Lihat Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek
(Cet. IX; Jakarta: Renika Cipta, 2003), h. 102.
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Selain data primer, diperlukan pula data sekunder, yakni data yang
penulis peroleh melalui hasil bacaan dalam berbagai literatur, serta informasi
lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Data sekunder ini,
merupakan keterangan tambahan keterangan untuk data primer.
4. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data adalah teknik yang dipergunakan untuk
mengumpulkan jenis-jenis data yang akan diteliti. 71 Muhammad Arif Tiro
menyatakan bahwa seorang peneliti senantiasa berhadapan dengan kegiatan
pengumpulan data. 72 Data penelitian ini dikumpulkan dari lapangan (field
reserach) dan hasil telaahan kajian pustaka (library research).
Metode pengumpulan data dalam penelitian filed research merupakan
teknik-teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data di lapangan. Secara
umum metode penelitian tersebut banyak sekali dan berbeda-beda seperti
menggunakan tes, observasi, kuesioner atau angket, interviu atau wawancara,
dan dokumentasi.73 Dari sekian metode tersebut, maka yang penulis gunakan
dalam penelitian ini adalah observasi, interviu dan dokumentasi.
a. Observasi
Observasi atau pengamatan yang dilakukan pada penelitian ini yaitu
pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan.Agar
observasi yang dilakukan oleh peneliti memperoleh hasil yang maksimal,
71Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek, h. 112.
72 Muhammad Arif Tiro, Statistika Distribusi Bebas (Cet.I; Makassar: Andira
Publisher, 2002), h. 1.
73Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek., h. 192.
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maka dalam pelaksanaannya peneliti bukan hanya sekedar mencatat, tetapi
juga mengadakan pertimbangan kemudian mengadakan penilaian. Dalam hal
ini, peneliti senantiasa berada di lapangan untuk melakukan pengamatan
secara terus menerus melalui dua cara, yaitu observasi partisipasi dan
nonpartisipan. Observasi partisipasi dilakukan saat peneliti ikut terlibat
secara langsung, sedangkan observasi non partisipan adalah observasi yang
dilakukan dimana peneliti tidak menyatu dengan yang diteliti, peneliti hanya
sekedar sebagai pengamat.
b. Interviu
Salah satu metode pengumpulan data adalah Interviu atau wawancara,
yaitu proses mendapatkan informasi dengan cara bertanya berlangsung secara
lisan antara dua orang atau lebih dalam bentuk tatap muka, mendengarkan
secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan-
keterangan. 74 Interviu dilakukan sebagai metode pengumpulan data ketika
peneliti melakukan studi pendahuluan untuk menemukan data awal yang
berkaitan dengan permasalahan yang harus diteliti dan untuk mendapatkan
informasi yang akurat di lapangan terhadap beberapa permasalahan yang
berkaitan dengan penelitian ini.
Teknik wawancara dilakukan karena penulis ingin mengetahui hal-hal
yang berkenaan dengan peran Baznas dalam pemberdayaan dana zakat di Kota
Parepare. Secara garis besar pedoman wawancara dapat dibagi dua macam.
Pertama pedoman wawancara tidak terstruktur (memuat garis besar yang akan
74Lihat Surtrisno Hadi, Metodologi Reseach (Jakarta: UGM Press, 2000), h. 113.
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ditanyakan). Kedua, pedoman wawancara terstruktur (disusun secara
terperinci). 75 Dalam penelitian ini digunakan pedomam wawancara Untuk
memudahkan pelaksanaannya, wawancara dilakukan secara terstruktur dengan
menggunakan pedoman wawancara (interview guide) dan wawancara bebas.
c. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan metode studi kajian untuk mendapatkan hal-
hal yang tersedia dalam bentuk dokumen (tertulis) yang diperoleh melalui
wawancara. Selain itu, penggunaan dokumen dimaksudkan untuk mendalami
hal-hal yang berhubungan dengan data sekunder sebagai pelengkap atas data
yang diperoleh melalui wawancara.
Studi dokumen dalam penelitian ini tidak terbatas pada data-data
tertulis, tetapi juga gambar-gambar atau poto kegiatan yang diambil dari
lokasi penelitian. Gambar tersebut diambil dengan menggunakan kamera
digital untuk mendapatkan hasil maksimal. Beberapa gambar yang
ditampilkan dalam penelitian sebagai data pendukung yang diperoleh melalui
observasi dan wawancara.
5. Instrumen penelitian
Intsrumen penelitian merupakan prosedur teknis yang praktis
digunakan dalam mengumpulkan data di lapangan dengan cara penulis
mengadakan survei awal untuk menentukan sasaran dan obyek yang akan
diteliti, kemudian mengumpulkan informasi melalui catatan, rekaman, dan
75Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian  Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi
VI (Cet. XIII; Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 130.
82
pedoman pertanyaan.76 Untuk data dalam prosedur instrumen penelitian untuk
library researc adalah mengumpulkan data melalui bacaan dan telaahan
berbagaia literatur serta hasil bacaan tersebut secara langsung ditulis dengan
membuat kartu catatan.
6. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data
Data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah secara kualitatif  dan
dianalisis secara sistematis terkait hasil pengamatan data tertulis tidak tertulis
dan tertulis serta data yang di peroleh dari wawancara, kemudian data tersebut
dideskripsikan. Adapun teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini
adalah:
a) Reduksi Data adalah merangkum dan memfokuskan pada hal penting.
Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data dari lapangan sehingga
perlu dicatatat secara teliti, karena semaki banyak jumlah data yang
didapat di lapangan untuk itu perlu segera dikukan analis data melalui
reduksi data yang akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan
mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data.
b) Penyajian Data adalah penyajian data yang dilakukan dalam penelitian
kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian yang  singkat, sehingga akan
memudahkan untuk memaami apa yang terjadi.
c) Verification adalah menarik kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif
verification yang diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah
dirumuskan oleh peneliti.
76Moh. Nazir, Metode Penelitian (Cet. III; Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), h. 212.
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7. Pengujian Keabsahan Data
Menurut Sugiyono metode pengujian keabsahan data penelitian
kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan,
peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, analisis kasus negatif,
menggunakan bahan referensi, dan member check. 77 Metode tersebut
penulis terapkan dalam penelitian ini sebagai berkut:
1. Memperpanjang pengamatan
Perpanjangan pengamatan penulis lakukan guna memperoleh data
yang sahih (valid) dari sumber data dengan cara meningkatkan intensitas
pertemuan dengan nara sumber yang dijadikan informan, dan melakukan
penelitian dalam kondisi yang wajar dan waktu yang tepat. Dalam hal ini,
penulis mengadakan kunjungan ke lokasi penelitian secara rutin untuk
menemukan data yang lebih akurat, dan mengadakan pertemuan kepada
informan yaitu melakukan kunjungan  ke kantor Badan Amal Zakat Nasional
di Kota parepare serta mengadakan kunjungan ke kaum penerima zakat.
2. Peningkatan ketekunan dalam penelitian
Terkadang seorang peneliti dalam melakukan penelitian dilanda
penyakit malas, maka untuk mengantisipasi hal tersebut penulis
meningkatkan ketekunan dengan membulatkan niat dan menjaga semangat
dengan meningkatkan intimitas hubungan dengan motivator. Penulis
melakukan agar dapat dengan lebih cermat dan berkesinambungan dalam
melakukan penelitian. Penulis melakukan penelitian lebih cermat dan
77Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 269.
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berkesinambungan melalui kegiatan perssistent observasion untuk memahami gejala
atau peristiwa yang mendalam, melakukan pengamatan secara berulang-ulang guna
memperoleh data yang valid dari sumber data dengan meningkatkan intense pertemuan
dengan informan dengan mengadakan kunjungna ke kantor Badan Amil Zakat Nasional
untuk menemukan data yang lebih akurat serta mengadakan pertemuan kepada para
penerima zakat yaitu kaum mustahiq dan kaum muzakki.
3. Triangulasi
Mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dengan
triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi dilakukan meliputi empat hal pokok yakni
triangulasi data, triangulasi peneliti, triangulasi teori dan triangulasi metodologi.
Melalui teknik pemeriksaan ini diyakini fakta, data dan informasi yang ada dapat diper-
tanggungjawabkan dan memenui persyaratan kesahihan dan keandalan data yang
ditemukan. Triangulasi (triangulation) sebagai wujud pemeriksaan keabsahan data
sangat diperlukan dalam pendekatan kualitatif demi kesahihan dan keandalan serta
tingkat kepercayaan data yang terkumpul. Validitas dan reliabilitas data perlu diuji
melalui teknik pemeriksaan keabsahan data atau teknik menguji dan memastikan
temuan.
Penelitian ini menggunakan teknik menguji dan memastikan temuan dengan
memeriksa kerepresentatifan yakni aspek pemilihan informan yang mewakili  masalah
yang diteliti, memeriksa pengaruh peneliti, memberi bobot pada bukti, membuat
perbandingan atau pertentangan, memeriksa makna segala sesuatu di luar, menggunakan
kasus ekstrem, menyingkirkan hubungan palsu, membuat replika temuan, mencari
penjelasan tandingan, memberi bukti yang negatif serta teknik terakhir adalah
mendapatkan umpan balik informan.
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Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang
berbeda bahkan bertentangan. Hal ini menjadi penting, karena dalam
meneliti nilai-nilai budaya lokal ditemukan kasus negatif bilamana fokus
pada segi observasi pertentangan budaya tersebut dengan ajaran Islam.
Karena itu, hasil wawancara dengan informan yang kelihatannya positif, dan
berbagai data positif yang disampaikan, lebih lanjut diklarifikasi
kebenarannya, apakah benar-benar positif atau sebaliknnya, yakni negatif.
4. Menggunakan referensi yang cukup
Menggunakan referensi yang cukup disini, adalah adanya pendukung
untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Oleh karena itu
supaya validitas penelitian ini dapat dipercaya maka penulis mengumpulkan
semua bukti penelitian yang ada. Semua berkas hasil wawancara dan
dokumen diarsipkan.
5. Member check
Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti
kepada pemberi data, tujuan member check ini adalah untuk mengetahui seberapa
jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan pemberi data. Member
check merupakan proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data,
tujuan member check ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh
sesuai dengan apa yang diberikan pemberi data. Dalam penelitian ini penulis melakukan
member check kepada semua sumber data terutama kepada mereka yang tergolong kaum






1. Profil Kota Parepare
Kota Parepare merupakan salah satu kota dari Provinsi Sulawesi Selatan
dimana proses kegiatan didalamnya terdiri dari pemerintahan, perdagangan, dan
industri. Penduduk Kota Parepare terdiri dari berbagai etnis, suku, dan agama,
secara geografi Kota Parepare terletak pada koordinat antara 03o57'39"
sampai 04o57'39" Lintang Selatan dan 119o36'24" sampai 119o43'40" Bujur
Timur. Bila ditinjau dari segi wilayah keseluruhan Kota Parepare, sebelah
Utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang, sebelah Selatan berbatasan
dengan Kabupaten Barru, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten
Sidrap, dan Selat Makassar dan sebahagian wilayahnya berbatasan dengan
Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, yang berada di sebelah Barat Kota
Parepare.
Secara Demografi, Kota Parepare memiliki luas wilayah 99,33 km2
dan berpenduduk sebanyak ± 195.974 jiwa, dengan jumlah empat kecamatan,
yakni Kecamatan Ujung, Kecamatan Bacukiki, Kecamatan Soreang dan
Kecamatan Bacukiki Barat.78 yang aktivitas keseharian mereka untuk mata
pencaharian dominan pada pertanian, kebun, usaha jasa dan niaga lainnya.
Awal perkembangan kota Parepare merupakan daratan tinggi  yang
dahulunya merupakan semak-semak  yang diselang-seling oleh lubang-
78 Badan Pusat Statistik Kota Parepare, Kota Parepare dalam Angka (Kota
Parepare: BPS Kota Parepare, 2015), h. 2.
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lubang tanah agak miring yaitu tempat tumbuhnya semak-semak secara liar
dan tidak teratur mulai dari Cappa Ujung/Utara sampai ke selatan kota,
melalui proses perkembangan sejarah sehingga dinamakan Kota Parepare.
Saat ini Kota Parepare merupakan salah satu daerah tinggkat II di
Provinsi Sulawesi Selatan dengan letak jalur utama lalu lintas ke Sulawesi
Barat dan Tanah Toraja, serta Parepare merupakan pelabuhan bagi
masyarakat di daerah Ajatapareng. Potensi alam yang dimiliki Kota Parepare
diantaranya adalah pertanian seperti pertanian biji kacang mente dan biji
kakao. Sedangkan penduduk di daerah perbukitan bertnak ayam potong,
ayam penelur, mengembala sapi dan kambing.
Perairan yang strategis  yang berada pada ujung Selat Makassar dan
sepanjang pantai dijadaikan sebagai nelayan dengan menangkap ikan atau
memancing ditambah dengan adanya sarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI), yang
merupakan salah satu daya dukung dalam meningkatkan produksi hasil perikanan
di Kota Parepare. Potensi lain yang dimiliki Kota Parepare yaitu beberapa obyek
wisata dan peninggalan budaya lokal seperti:
a. Waterboom Parepare sebagai objek wisata kini telah menjelma menjadi
permandian bagi masyarakat di kawasan Ajattappareng untuk mengisi
liburan akhir pekan maupun liburan sekolah bagi pelajar. Di setiap akhir
pekan, puluhan kendaraan berupa bus, motor, dan mobil pribadi dari
berbagai daerah di sekitar Parepare berjejal di kawasan waterboom.
Fasilitas yang mendukung dari permandian wahana waterboom antara
lain tersedia gasebo-gasebo, papan seluncur, pantung-patung, dan
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beberapa warung sehingga pengunjung dapat duduk bersantai bersama
keluarganya sambil menikmati waterboom.
b. Terumbu Karang Tonrangeng, merupakan pelestarian terumbu karang
yang dilakukan dan menjadi salah satu daya tarik wisata di Parepare.
Pelestarian keindahan dan kehidupan bawah laut, sehingga masyarakat
luar Kota Parepare dan khususnya warga Kota Parepare yang bermukim
dan berdomisili di kawasan Tonrangeng-Lumpue berpeluang menjadi
pengusaha budidaya terumbu karang. Pemerintah Kota Parepare
“menyulap” kawasan ini sebagai pusat pelestarian terumbu karang dan
budidaya terumbu karang bagi warga lokal dan wisatawan.
c. Pantai Lumpue, merupakan tempat rekreasi oleh masyarakat Kota
Parepare dan wilayah sekitarnya seperti Barru, sidrap dan Pinrang.
Dimana suasana pantai Lumpue pada saat hari libur sering dijadikan pusat
rekreasi. Pantai ini berada di Kecamatan Bacukiki Barat Lokasinya dekat
dengan fasilitas umum seperti mesjid dan puskesmas, disediakan pula
rumah-rumah yang terbuat dari bambu beratap nipa yang bisa disewa oleh
wisatawan. Pantai lumpue memiliki air laut yang bening dengan pasir
pantai halus kecoklatan dan pasir putih Pantai ini tidak mengalami
perubahan besar meski pun di tahun 1980-an pernah ditambahkan fasilitas
pendukung tapi tidak mampu merubah komposisi alamnya. Lokasi ini
dulunya hanya dipakai oleh orang-orang penting, namun karena
gencarnya promosi akhirnya Lumpue yang semula untuk permandian kini
berubah menjadi objek wisata pantai di Sulawesi Selatan.
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d. Kebun Raya Jompi’E, atau biasa disebut dengan hutan Kota Jompi’E
merupakan hutan Kota Parepare yang dijadikan tempat pariwisata
masyarakat Kota Parepare dan sekitarnya. Kebun raya Jompie yang
dibangun sejak tahun 1920 menyimpan keanekaragaman tumbuhan serta
menjadi obyek wisata dan pusat penelitian tumbuhan tropis, terutama
tanaman endemik Sulawesi. Jarak dari pusat Kota Parepare yakni sekitar
3,5 km. Letak Kebun Jompi’E sangat strategis karena mudah dijangkau,
baik dengan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Kebun raya
Jompi’E mempunyai luas 13,5 hektar, selain  menjadi tempat rekereasi
juga dijadikan sebagai tempat area perkemahan, jalan setapak untuk
wisatawan yang ingin menikmati hutan dan pepohonan dengan berjalan-
jalan serta kolam renang yang biasa digunakan untuk belajar bereang bagi
warga sekitar. Hutan Jompi’E dikenal sebagai hutan Kota terbaik keenam
se-Indonesia pada saat Resepsi Kenegaraan HUT RI ke-65 Hutan seluas
13,6 hektar itu sebelumnya diputuskan oleh Pemerintah Pusat sebagai
hutan Kota terbaik di Sulawesi Selatan.
Keadaan alam Kota Parepare yang menyimpan sumber daya yang
melimpah  yaitu kekayaan alam pegunungan dan laut menjadi perhatian
pemerintah Kota Parepare dengan berupaya melakukan pelestarian sumber daya
alam dan meningkatkan pelayanan di sektor jasa untuk mendukung usaha
peningkatan hasil sumberdaya alam.
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2. Profil Badan Amil Zakat Kota Parepare
Pendirian Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dilatar belakangi
kondisi nasional dimana semua komponen bangsa dituntut untuk
berpartisipasi dalam pembangunan agama. Umat Islam sebagai penduduk
mayoritas di negeri ini dituntut untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan
ekonomi umat, antara lain adalah menyalurkan zakat, infak dan sadakah. Atas
dasar ini, maka pemerintah Republik Indonesia mendirikan Baznas yang
sebelumnya disebut BAZIS (Badan Amil Zakat Infak dan Sadakah). 79
Perkembangan selanjutnya pada tahun 1999 BAZIS berubah nama menjadi
LAZ (Lembaga Amil Zakat) berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999,
kemudian disahkan dalam Undang-Undang No. 581 Tahun 1999 tentang
pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat di
daerah yang disebut BAZ (Badan Amil Zakat). Terakhir berubah nama
menjadi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) berdasarkan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Parepare didirikan pada
tahun 2001 seiring dengan usulan kepala kantor Departemen Agama Kota
Parepare dan usulan kepengurus terdiri dari unsur masyarakat, pemerintah,
ulama, cendikiawan dan akademis. Badan Amil Zakat (BAZ) adalah salah satu
lembaga formal yang ada di Kota Parepare. Letak bangunan kantor di
Departemen Agama yang terletak di jalan Jendral Sudirman yang masuk ke
dalam wilayah Kecamatan Bacukiki dan merupakan instansi yang dibentuk oleh
79 A. Djazuli dan Yadi Janwari, Lembaga-lembaga Perekonomian Umat; Sebuah
Pengenalan Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002, h. 38-39
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pemerintah daerah. Salah satu faktor yang sangat menunjang keberadaan Badan
Amil Zakat Nasional (Baznas) di Kota Parepare adalah prasarana yang sudah
cukup mendukung dalam pengelolaan sebuah lembaga sebagaimana lembaga lain
yang ada di kota lain.
Salah satu tujuan  pendirian Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) adalah
berpartisipasi dalam pembangunan dan membangunan ekonomi umat. Pendirian
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di Kota Parepare didirikan karena
penduduk Kota Parepare mayoritas beragama Islam dan dari segi ekonomi cukup
tinggi namun pengelolaan belum tertata dengan baik sehingga diperlukan suatu
lembaga yang dapat mengelolah dana masyarakat secara Islami serta
meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat
sehingga terbentuklah lembaga Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)80.
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Parepare disahkan dengan
Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 470 Tahun 2015 yang susunan
kepengurusannya diusulkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama. Susunan
kepengurusan dimaksud terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan
Badan Pelaksana yang susunan personalianya ditetapkan oleh Kepala Kantor
Departemen Agama Kepala seksi Urusan Agama Islam setelah melalui tahapan-
tahapan sebagai berikut ;
1) Membentuk tim penyeleksi yang terdiri atas unsur ulama, cendekia,
tenaga profesional, praktisi pengelola zakat dan lembaga swadaya
masyarakat (LSM) yang terkait dan unsur pemerintah.
80 Hasan Basri, mantan Sekertaris umum  BAZ Kota Parepare, Wawancara, 24 Pebruari
2016.
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2) Menyusun kriteria calon pengurus Badan Amil Zakat daerah
Kabupaten/Kota.
3) Mempublikasikan rencana pembentukan Badan Amil Zakat  daerah
Kabupaten/ Kota secara luas kepada masyarakat.
4) Melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus Badan Amil Zakat
daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan keahliannya.
Calon pengurus diusulkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama
Kota Parepare kepada Wali Kota Parepare untuk disahkan menjadi
pengurus Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Parepare. Calon
pengurus Badan Amil Zakat tersebut harus memiliki sifat amanah, jujur,
berdedikasi, profesional, berintegrasi tinggi dan mempunyai visi dan misi
dan memenuhi persyararatan untuk diangkat sebagai anggota dengan syarat
yaitu berwarga Negara Indonesi, beragama Islam, bertaqwa kepada Allah
swt, sehat jasmani dan rohani, memiliki kompetensi dibidang pengelolaan
zakat dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan
dengan pidana penjara.
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Parepare, juga terdapat
Badan Amil Zakat Kecamatan. Pembentukan Badan Amil zakat kecamatan
disahkan dengan keputusan Camat yang susunan kepengurusan diusulkan
oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Susunan kepengurusan
dimaksud terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan
Pelaksana yang susunan personalianya ditetapkan oleh Kepala Kantor
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Urusan Agama Kecamatan setelah melalui tahapan-tahapan sebagai
berikut;
1) Membentuk tim penyeleksi yang terdiri atas unsur ulama, cendekia,
tenaga profesional, praktisi pengelola zakat dan lembaga swadaya
masyarakat (LSM) yang terkait dan unsur pemerintah.
2) Menyusun kriteria calon pengurus Badan Amil Zakat Kecamatan.
3) Mempublikasikan rencana pembentukan Badan Amil Zakat  kecamatan
secara luas kepada masyarakat.
4) Melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus Badan Amil Zakat
kecamatan sesuai dengan keahliannya.
Calon pengurus diusulkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan untuk disahkan menjadi pengurus Badan Amil Zakat
Kecamatan. Calon pengurus Badan Amil Zakat kecamatan tersebut harus
memiliki sifat amanah, jujur, mempunyai visi dan misi, berdedikasi,
profesional, dan berintegrasi tinggi dan mempunyai program kerja. Selain
Badan Amil Zakat kecamatan ada juga pengurus UPZ (Unit Pengumpul
Zakat) yang ada di kelurahan.
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Parepare memiliki program
kerja yaitu jangka pendek (1 tahun), jangka menengah (3 tahun), dan jangka
panjang (5 tahun). Adapun uraian program kerja Badan Amil Zakat Kota
Parepare  dalam jangka pendek yaitu;
a) Sosialisasi UU RI No. 23 tahun 2011
b) Membentuk  dan mengukuhkan unit pengumpul zakat
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c) Membuka rekening Baznas Kota Parepare
d) Mengadakan rapat koordinasi dengan Baznas kecamatan dan unit
pengumpul zakat minimal sekali dalam setahun
e) Melakukan pendataan muzakki dan mustahiq
f) Melakukan dialog tentang zakat melaluai media elektronik dan media
massa.
g) Membuat buku pedoman ceramah tentang zakat
h) Mengadakan pelatihan dai berorientasi zakat
i) Membuat  buku pedoman zakat
j) Mendistribusikan zakat
Sedangkan program kerja Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare
jangka menengah yaitu tiga tahun adalah;
a) Pengadaan kantor Baznas pada setiap kecamatan
b) Mengadakan pelatihan manajemen zakat
c) Mengusulkan ke Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah agar dibuatkan perda
tentang zakat
d) Melaksankan workshop atau seminar
e) Menerbitkan buletin tentang zakat
Program kerja Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare  jangka panjang
yaitu lima tahun adalah;
1. Membuat sekolah gratis bagi dhuafa
2. Membangun supermaket dhuafah
3. Membuat poliklinik dhuafa
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4. Membuat BPR dhuafah berorientasi syariah
5. Membuat usaha yang produktif melaluai dana zakat81
Program kerja dikemukakan di atas, berdasarkan observasi di lapangan
sebagian terealisasi sambil menunggu periode kepengurusan Badan Amil Zakat
Nasional (Baznas) Kota Parepare berakhir pada tahun 2018. Dalam observasi
lapangan  ditemukan hambatan kepengurusan yang dihadapi yaitu salah satu
hambatan yang dimaksud adalah kedudukan Ketua Baznas Kota Parepare
yang menurut aturan bersifat exofficio merangkap sebagai Sekertaris Daerah
Kota Parepare sehingga beban kerja ketua menjadi berat.82
B. Implementasi Pengelolaan Dana Zakat pada BAZNAS Kota Parepare
Pembentukan Badan Amil Zakat tidak dapat dilepaskan dengan
dikeluarkannya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 dan perubahannya
Nomor 23 Tahun 2011tentang Pengelolaan Zakat. Berdasarkan Undang-undang
tersebut pengelolaan zakat di Indonesia akan dilakukan oleh dua macam institusi,
yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).
BAZNAS merupakan organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh
pemerintah, sedangkan LAZ merupakan organisasi pengelolaan zakat yang
dibentuk atas prakarsa masyarakat.
Keberadaan Badan Amil Zakat Nasional dapat dijumpai dari tingkat
nasional sampai tingkat tingkat kecamatan. Pembentukan Badan Amil Zakat
Nasional untuk tingkat nasional dilakukan oleh presiden atas usul menteri agama.
81 Buku Administrasi Sekertariat Baznaz Kota Parepare 2015.
82H. Muhammad, MA Wakil Ketua Baznas Kota Parepare, Wawancara di Kota Parepare,
tanggal 27 Maret 2016.
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Untuk tingkat daerah propinsi oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah
Departemen Agama pripinsi. Untuk daerah Kabupaten atau daerah kota oleh
Bupati atau Wali kota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten
atau kota dan untuk tingkat kecamatan oleh Camat atas usul Kepala Kantor
Urusan Agama kecamatan sesui dengan pasal 6 Undang-Undang Pengumpul
Zakat.
Dalam pengumpulan zakat tergantung pada kesadaran muzakki sendiri
untuk menunaikan. Pengurus Badan Amil Zakat tidak memaksa setiap
masyarakat untuk memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat, karena dalam
Undang-Undang Pengumpul Zakat tidak ada landasan yuridis bagi Badan Amil
Zakat  untuk melakukan tindakan untuk tidak dikenakan sanksi bagi
para muzakki yang menolak mengeluarkan zakat.
Membangkitkan kesadaran masyarakat dalam berzakat merupakan proses
yang tidak serta merta dalam jangka pendek dan segera membuahkan hasil.
Penyadaran zakat harus dilakukan secara terus menerus sebagai suatu proses
yang tidak pernah selesai sehingga menempuh perjalanan melalui sebuah
rangkaian yang saling mempengaruhi. Pembinaan kesadraan berzakat dapat
dilakukan dengan terpadu dengan cara menggunakan beberapa macam media
secara optimal dan melakukan kampanye kesadaran berzakat  kepada Muzakki
khususnya di kalangan pengusaha.
Zakat sebagai ibadah yang langsung dirasakan manfaatnya oleh
masyarakat golongan ekonomi lemah, dan meningkatkan kesejahteraan serta
status golongan yang kurang mampu dalam masyarakat, sebab keadilan sosial
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menuntut agar setiap individu dalam suatu komunitas dapat hidup secara
terhormat dan mampu memanfaatkan potensi yang yang ada dalam masyarakat
sehingga dapat berkembang secara produktif.
Zakat merupakan bagian dari pendapatan dan kekayaan bagi muzakki dan
menjadi hak yang harus diberikan kepada yang berhak, terutama untuk
memberantas atau mengurangi kemiskinan. Kota Parepare merupakan kota kedua
terbesar di Propinsi Sulawesi Selatan dan dikategorikan sebagai Kota Sedang
Kota ini adalah pusat pengembangan KAPET 83 Parepare yang meliputi Kota
Parepare, Kabupaten Barru, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Enrekang
dan Kabupaten Pinrang sehingga potensial sebagai pusat perdagangan, maka
program penarikan zakat perlu lebih diarahkan kepada masyarakat yang notaben
penghasilan lebih banyak sehingga pengumpulkan harta dari zakat untuk
kepentingan jangka panjang umat Islam.
Melihat fenomena di atas, Kota Parepare merupakan tempat yang sangat
strategis dalam hal pengumpulan zakat harta, hal ini ditandai dengan banyaknya
lembaga atau instansi pemerintahan dan swasta yang ada di wilayah Kota
Parepare. Apabila hal ini diperhatikan dengan benar oleh lembaga pengumpul
zakat yang ada, maka tidak menutup kemungkinan bahwa harta yang terkumpul
akan sangat besar sekali dan akan dapat membantu program pemerintah dalam
hal mengurangi angka kemiskinan.
83 KAPET adalah wilayah geografis dengan batas-batas tertentu yang memiliki potensi
untuk cepat tumbuh dan mempunyai sektor unggulan yang dapat mengerakkan pertumbuhan
ekonomi wilayah dan sekitarnya dan memerlukan dana investasi yang besar bagi
pengembangannya. https://www.google.com/search?q=pengertian+kapet&ie=utf-8&oe=utf-
8&channel=fs&trackid=sp-06, diakses 27 Desember 2015.
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Masyarakat Kota Parepare mayoritas beragama Islam, hal ini dibuktikan
dari jumlah penduduk Kota Parepare yang memeluk agama Islam, hal ini dapat
dilihat dari table sebagai berikut;
TABEL - 1
KEAGAMAAN KOTA PAREPARE
No Nama Kelurahan Agama
Islam Katolik Protestan Budha Hindu
1. Bacukiki 11.740 165 - - 265
2. Bacukiki Barat 34.299 466 179 29 318
3. Ujung 26.496 2.048 1.170 495 169
4. Soreang 45.100 1.587 3.177 12 71
Jumlah 117.635 4.266 4.526 536 823
Sumber Data : Kantor Departemen Agama Kota Parepare Tahun 2015
Berdasarkan table di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kota
Parepare mayoritas beragama Islam. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya
masjid-masjid, mushola-mushola, pondok pesantren, sekolah Islam atau
madrasah, kelompok pengajian, sehingga Kota Parepare bernuansa agamis atau
dikenal sebagai kota santri. Masyarakat Kota Parepare dalam menjalankan
syariat agama Islam tergolong baik, hal ini dapat dibuktikan dengan
kepatuhannya dalam membayar zakat, dimana dari tingkat kecamatan sampai
tingkat kelurahan dibentuk Unit Pengumpal Zakat Infak dan Shadakah.
Undang-undang Pengelolaan Zakat mengatur bahwa pengelolaan zakat
dilakukan oleh badan amil zakat  yang merupakan wadah yang dibentuk oleh
pemerintah sebagai tempat untuk membayar zakat bagi masyarakat Kota
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Parepare yaitu terdiri pejabat, birokrat, Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
pemerintah, swasta, pedangan, peternak, petani dan zakat fitrah yang di
kumpulkan pada bulan Ramadhan disetiap mesjid di tingkat kecamatan dan
kelurahan.
Sasaran pengumpulan zakat berupa pengahasilan dapat dilakukan dengan
pemotongan gaji langsung dengan persetujuan dari Pegawai Negeri Sipil maupun
datang langsung ke kantor Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) atau
mengiriman melalui ATM Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Berikut ini
beberapa kegiatan yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota
Parepare dalam pengumpulan zakat yaitu;
1. Mengintensifkan pembentukan Unit Pengumpul Zakat di kecamatan dan
kelurah.
2. Melakukan presentasi visi dan misi Badan Amil Zakat kepada publik
khususnya calon muzakki
3. Menghimpun zakat profesi pegawai negeri sipil sesuia dengan golongan
untuk mengeluarkan zakat sebesar 2,5 % dari pengahasil.
4. Mendata calon muzakki dan mustahiq
5. Mendatangkan calon mustahiq yang potensial.
6. Menghimpun zakat, infaq, dan sedekah baik dari preorangan atau
kelompok.
7. Melakukan koordinasi dengan bidang pendistribusian dalam penyaluran
dana zakat, infaq, dan sedekah.
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Program kegiatan dalam bidang pengumpulan Baznas Kota Parepare
adalah penghimpunan zakat, infaq, dan sedekah di lingkungan instansi
pemerintahan khususnya di bawah naungan Departeman Agama Kota Parepare
dan menerima titipan dari masyarakat lainnya untuk di salurkan ke masyarakat
















1 8.051 145.980.600 6.870
Liter
88.670.750 59.395181 294.046.531
Sumber Data : Kantor Departemen Agama Kota Parepare tahun 2015.
Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa masyarakat Kota
Parepare belum memiliki kesadaran kolektif untuk mengeluarkan zakat
harta, zakat fitrah, dan zakat profesi ke Baznas Kota Parepare masih sangat
kurang, ini dapat dilihat dari jumlah masyarakt yang beragama Islam sebanyak
117.635 jiwa. Sekiranya tiap orang mengelurakan zakat fitrah maka jumlah zakat
fitrah yang terkumpul melebihi dari jumlah nilai diatas. Begitu pula dengan
pengumpulan zakat profesi masih banyak yang belum menyalurkan zakat profesi
mereka ke Baznas Kota Parepare, ini dikarenakan banyaknya instansi yang tidak
langsung maemotong gaji mereka lewat bendahara dan menyalurkan ke Baznas.
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Bereberda dengan Kementrian Departemen Agama Kota Parepare yang langsung
dengan prosedur pemotongan gaji lewat bendahara Kantor Departemen
Agama tempat mereka bekerja. Dalam hal ini, Dra. Hj. Hadriah M,
mengatakan bahwa:
Tehnik atau cara pengumpulan zakat profesi di lingkungan
Departemen Agama Kota Parepare selama ini dengan memotong
gaji lewat bendahara kantor, kemudian disalurkan kepada beberapa
ashnaf, beberapa pondok pesantren, dan bantuan pendidikan .4
Berdasarkan sumber data maupun dari wawancara seksi
pengumpulana Badan Amil Zakat Kota Parepare oleh Kementrian Agama
Kota Parepare, menunjukkan sesuatu yang luar biasa, oleh karena itu kita
dapat berkata bahwa kesadaran seperti itu harus diteladani oleh dinas atau
instansi lain.
C. Distribusi Dana Zakat di Kota Parepare
Salah satu tujuan dana zakat adalah meminimalisir angka kemiskinan
atau menekan volume kemiskinan. Kehadiran dana zakat diharapkan menjadi
salah satu upaya agar bisa terjadi pemberdayaan terhadap kalangan tidak mampu.
Secara teoritis, zakat diproyeksikan untuk mencapai beragam tujuan strategis,
diantaranya adalah meningkatkan kesejahteraan para penerima zakat terutama
fakir dan miskin, meningkatkan etos kerja, potensi dana untuk membangun umat,
membangun sarana pendidikan, sarana kesehatan, membangun spiritual dan
sosial, menciptakan ketenangan, kebahagiaan, keamanan dan kesejahteraan
hidup, menumbuh kembangkan harta yang dimiliki dengan cara memberikan
4 Hj. Hadriah M, ketua seksi  pengumpul Baznas Kota Parepare, wawancara  oleh
penulis di Kota Parepare, tanggal 8 Januari 2016.
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dalam bentuk usaha yang produktif, dan mengatasi berbagai macam musibah
yang terjadi di tengah masyarakat.84
Distribusi pembagian zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional
(Baznas) Kota Parepare di lakukan secara secara tradisional,  yaitu dilakukan
dengan dipercayakan kepada amil atau pengurus dan ada pula yang langsung
diberikan kepada muzzaki untuk diberikan kepada mustahiq sesuai dengan
criteria yang telah ditentukan. Ketentuan penerima zakat yang terdapat
dalam al-Qur’an dapat dikatakan sudah terperinci dan sudah jelas antara
satu golongan dengan golongan penerima zakat lainnya. Al-Qur’an memuat
perincian sesuai zaman Rasulullah saw karena zaman kini berbeda dari
zaman Rasulullah saw, maka perlu perumusan kembali perincian warga
masyarakat yang sesuai dengan golongan yang terkadung dalam al-Qur’an.
Penentuan pembagian zakat digunakan dengan tolak ukur yang
sesuai dengan kehidupan sosial dewasa saat ini, sehingga sesuai dengan
realitas  bagi warga masyarakat yang termasuk kelompok penerima zakat.
Warga masyaakat yang berhak menerima zakat, dijelaskan oleh Allah Swt
dalam al-Qur’an surah At-Taubah : 60 adalah;
1. Masyarakat Fakir.
Menurut mazhab Hanafi, yang dimaksud dengan fakir adalah orang
yang tidak memiliki harta dibawah nilai nisab menurut hukum zakat yang
sah atau nilai sesuatu yang dimiliki mencapai satu nisab atau lebih, yang
terdiri dari perabot rumah tangga, barang-barang pakaian, buku-buku
84 Soffan Islam, dalam Noor Aflah, ed., Strategi Pengelolaan Zakat di Indonesia, Jakarta:
Forum Zakat, 2011, h. 131.
103
sebagai keperluan pokok sehari-hari. Sedangkan menurut Mazhab Maliki,
Syafi’i dan Hambali, fakir ialah mereka yang tidak mempunyai harta atau
penghasilan yang layak dalam menutupi keperluannya, baik untuk dirinya
sendiri maupun mereka yang menjadi tanggungannya. Misalnya, seseorang
memerlukan 10 dirham sehari tapi ia hanya memiliki 4 atau 3 dirham.9
2. Masyarakat Miskin.
Menurut Mazhab Hanafi, miskin ialah orang yang tidak memiliki
apa-apa atau orang yang tidak mempunyai harta. Sedangkan menurut
Mazhab Maliki, Syafi’i dan Hambali, orang miskin ialah orang yang
mempunyai harta atau penghasilan, tetapi penghasilan itu tidak mencukupi
kebutuhan diri dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Misalnya, ia
memerlukan 10 dirham,11 tetapi hanya memilki 7 atau 8 dirham.12
3. Amil Zakat.
Amil zakat atau pengurus zakat adalah orang-orang yang
melaksanakan segala kegiatan zakat seperi pengumpul, pencatat,
penghitung dan pendistribusian zakat.14 Kelompok ini menunjukkan bahwa
zakat mesti dikelola secara kelembagaan demi terwujudnya kebajikan dan
keadilan. Karena itu, badan yang mengurus urasan zakat misalnya Lembaga
Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), akan
memberikan warga masyarakat yang berhak menerimanya, sehingga
9Yūsuf al-Qardāwy, Figh al-Zakat , Bairūt : Dār al Irsyad, 1969, h. 548.
1110 (sepuluh) Dirham = 75 riyal Saudi = Rp.100.000,- Menurut perhitungan
tahun 1976. Lihat, Syauqi Ismail, h.174.
12Yūsuf al-Qardāwy, Figh al-Zakat.
14 12Yūsuf al-Qardāwy, Figh al-Zakat, h.579.
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terdapat pemenuhan hak di antara ke delapan kelompok warga masyarakat
atau tujuh kelompok warga masyarakat. Sebab, di Indonesia tidak ada
kelompok budak.
Hal ini dapat dikatakan bahwa warga masyarakat di Indonesia
tidak ada kelompok budak. Hal ini dapat dikatakan bahwa warga
masyarakat muslim yang menyerahkan zakatnya kepada lembaga yang
mengurus urusan zakat berarti, berbuat keadilan yang sudah termasuk
didalamnya kebajikan. Sebaliknya, warga masyarakat yang menyerahkan
langsung zakatnya kepada yang berhak menerimanya berarti, berbuat
kebajikan yang tidak termasuk berbuat keadilan karena tidak mewujudkan
pemenuhan hak diantara sesama penerima zakat, termasuk di dalamnya
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) sebagai lembaga.
4. Masyarakat Mu’allaf.
Mu’allaf merupakan masyarakat yang diharapkan keyakinannya
dalam Islam dapat meningkat atau dapat menghalangi niat jahat mereka
terhadap kaum muslimin. Harapan akan adanya manfaat mereka dalam
membela dan menolong kaum muslimin dari musuh. Menurut Imam Malik,
Imam Syafi’I, dan Imam Ahmad, menyatakan bahwa Mu’allaf yang hatinya
dapat dibujuk dengan zakat antara lain:
a. Orang yang baru masuk Islam dan imanya masih lemah, mereka
diberikan zakat sebagai bantuan untuk meningkatkan imanya.
b. Pemimpin yang telah masuk Islam dan diharapkan akan mempengaruhi
kaumnya yang masih kafir supaya mereka masuk Islam.
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c. Pemimpin yang telah kuat imanya diharapkan mencegah perbuatan
jahat orang kafir yang ada dibawah pimpinanya atau orang yang tidak
mau memelihara zakatnya.
d. Masyarakat Islam di suatu tempat seperti di kecamatan soreang
dapat dilindungi atau tidak diganggu oleh warga masyarakat
kristen lainnya. Jadi, uang zakat itu digunakan untuk menyantuni
anak-anak yatim mereka, atau yang berkaitan dengan kepentingan
umum mereka.
e. Orang yang dapat mencegah tindakan orang-orang yang tidak mau
membayar zakat.85
5. Memerdekakan Budak.
Golongan penerima zakat yang ke lima, dapat dikatakan sudah
tidak ada lagi di Indonesia termasuk di Kota Parepare, sehingga tidak perlu
diuraikan dalam pembahasan penelitian ini.
6. Masyarakat yang mempunyai hutang (al-Garimin).
Gharim berasal dari kata gurm yang berarti "kerugian" atau bahaya yang
menimpa harta seseorang bukan karena tindak pidana tertentu atau
pengkhianatan. Jadi gharim berarti orang yang berutang dan belum mampu
membayarnya.86 Menurut Abu Hanifah, al-Garimin ialah orang yang tidak
mampu membayar hutangnya. Menurut Imam Malik, al-Garimin ialah
orang yang tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar hutangnya.
85 Yadi Janwari Djazuli, Lembaga-Lembaga Prekonomian Umat, Jakarta: Raja Grapindo
Persada, 2002, hal. 77.
86 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Cet I, Jakarta: Ikhtiar Baru Van
Hoove, 1997, hlm. 395.
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Menurut Imam Syafi’I, al-Garimin terbagi tiga, yaitu; (a) orang berhutang
di jalan yang baik, walaupun dia termasuk orang kaya, (b) orang yang
berhutang untuk tujuan mubah, (c) orang yang berhutang untuk
menanggung orang lain.
Menurut Imam Abu Hanifah, al-Garimin terbagi dua, yaitu (a) orang
yang berhutang untuk kemanusiaan, (b) orang yang berhutang untuk
dirinya sendiri baik tujuan mubah maupun tujuan haram, tetapi dia sudah
taubat.16 Yang disebutkan terakhir ini, warga masyarakat Indonesia agak
sulit menerimanya. Sebab, warga masyarakat yang tergolong fakir dan
miskin di Indonesia sangat besar sehingga mereka berpendapat, warga
masyarakat Islam yang berhutang di jalan Allah dan dia tidak mampu
membayarnya.
7. Pada jalan Allah (sabilillah)
Menurut Jumhur Ulama, sabilillah ialah warga masyarakat Islam
yang berjuang melawan warga masyarakat non Islam dan mereka itu tidak
digaji oleh pemerintah, meskipun dia termasuk orang kaya. Sabilillah juga
diartikan sebagai orang Islam yang berjuang di jalan Allah, berada di bawah panji
al-Qur’an. tujuannya adalah untuk mengeluarkan manusia dari penyembahan
terhadap makhluk menjadi hanya kepada Allah swt, mengeluarkan manusia dari
kesempitan hidup jahiliyyah kepada kelapangan cahaya Islam dan dari
kedzaliman kepada keadilan Islam.
16’Abd al-Rahman al-Jasiri, h. 621-625.
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Uraian di atas, dapat diketahui bahwa perang antara masyarakat
Islam dengan masyarakat non Islam dalam arti angkat senjata tidak ada di
Indonesia secara legal atau yang dibenarkan oleh hukum, tetapi dalam arti
yang lebih luas, dapat dikatakan cukup banyak. Misalnya, penyampaian
da’wah Islam kepada masyarakat terisolasi seperti di kampung pembuat
batu bata, pemberantasan buta aksara al-Qur’an, pembanguan rumah sakit
Islam, pembiayaan terhadap kegiatan organisasi Islam, pembangunan
sumur umum, WC umum, dan sebagainya. karena itu, akan menjadi
kenyataan golongan penerima zakat  jika diaplikasikan sesuai dengan
contoh di atas.
8. Ibnu Sabil.
Ulama sependapat bahwa musafir adalah orang yang kehabisan
bekal di jalan dan boleh menerima zakat untuk sekedar mencukupi
keperluannya selama dalam perjalanan bukan untuk kemaksiatan. Zakat
tidak harus diberikan kepada semua yang digolongkan sebagai mustahiq tetapi
disunnah memberikan zakat kepada orang yang benar-benar membutuhkan dan
mendatangkan maslahat yang lebih besar dari mereka yang berhak menerima
dengan mengesampingkan yang lain. lebih jelas penulis mengungkapkan
pendistribusian zakat Kota Parepare yang berhak menerima.
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TABEL - 3
PENDISTRIBUSIAN  ZAKAT KEPADA YANG
BERHAK MENERIMA ZAKAT





1 Bantuan Fakir Miskin 568  Orang Rp. 200.000 Rp. 113.600.000
2 Bantuan Muallaf 40 Orang Rp. 250.000 Rp.  10.000.000
3 Bagian Amil 35 Orang Rp.   10.000.000
4 Bantuan Sabilillah 20 Orang Rp. 500.000 Rp.   10.000.000
5 Bantuan Panti Asuhan 677 Orang Rp. 50.000 Rp.  33.850.000
6 Biaya transportasi dan
administrasi
Rp. 7.000.000
JUMLAH 1.340 Orang Rp.184.450.000
Sumber Data : Laporan 2015
Pendistribusian dana zakat berdasarkan table diatas, menunjukkan
bahwa ada 6 (enam) asnaf yang berhak menerima zakat di Kota Parepare
sedangkan dua kelompok yaitu budak dan al-garimin tidak diberikan dana
zakat karena budak sudah tidak terdapat di Kota Parepare dan kelompok al-
garim banyak terdapat di Kota Parepare, tetapi kelompok ini tidak diberikan
dana zakat karena yang lebih diprioritaskan untuk diberikan yaitu fakir,
miskin, untuk keperluan komsumtif dan ibnu sabilillah sebagai bantuan
pendidikan atau biaya sekolah bagi anak kurang mampu.
Dana zakat pada pendistribusian Baznas Kota Parepare lebih didominasi
dengan pola pendistribusian secara konsumtif untuk tujuan meringankan beban
mustahiq tanpa harapan timbulnya muzakki baru. Hal ini dapat dilihat dengan
pemberian zakat secara konsumtif tradisional yang dibagikan kepada mustahiq
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untuk dimanfaatkan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari,
seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap
menjelang idul fitri dan Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif yang
diwujudkan dalam bentuk lain dari barang seperti pemberian alat-alat sekolah
dan beasiswa untuk para pelajar, atau bantuan sarana ibadah seperti sarung dan
mukena, baju baru bagi panti asuhan.
D. Peran Badan Amil Zakat dalam Pemberdayaan Zakat di Kota Parepare
Jumlah kekayaan alam yang disediakan oleh Allah swt untuk manusia
pasti mencukupi. Hanya saja, apabila kekayaan alam tidak dikelola dengan benar,
tentu akan terjadi ketimpangan dalam distribusian. Allah swt telah menciptakan
manusia, sekaligus menyediakan sarana-sarana untuk memenuhi kebutuhannya.
Bahkan tidak hanya manusia; seluruh makhluk yang telah, sedang, dan akan
diciptakan, pasti Allah menyediakan rizki baginya.
Umat Islam sangat mempercayai dan meyakini bahwa zakat merupakan
salah satu dari pilar agama Islam dan berkeyakinan bahwa zakat mempunyai
peran penting dalam pemberdayaan ekonomi umat. Namun demikian fakta
menunjukkan hal yang berlawanan dimana mayoritas penduduk beragama Islam
mengalami tingkat kemiskinan yang masih tinggi.
Kemiskinan terjadi tidak serta merta disebabkan oleh faktor yang bersifat
ekonomi tetapi terjadi disebabkan oleh faktor budaya, sosial, dan politik. Salah
satu penyebab utama kemiskinan adalah kelemahan dari segi modal. Kelemahan
modal disebabkan karena ketidak mampuan untuk memanfaatkan dan
mengembangkan sumber daya alam. Ketidak mampuan untuk memanfaatkan dan
110
mengembangkan sumber daya alam berdampak pada rendahnya produktifiktas
sehingga berakibat pada rendahnya pendapatan sehingga mengakibatkan
rendahnya tabungan dan insentif sehingga berakibat  pada rendahnya
pembentukan modal.
Upaya pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin merupakan hal
penting yang dapat menjadi solusi permasalahan kemiskinan di Indonesia. Islam
sebagai agama yang menyeluruh, memiliki instrumen khusus yang bertujuan
untuk menciptakan keadilan dalam bidang ekonomi sehingga dapat berfungsi
untuk mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat. Pemberdayaan sangatlah
penting untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dan berusaha untuk
merubah seorang Mustahik menjadi seorang Muzakki. Pemberdayaan dana zakat
yang dilakukan oleh Baznas Kota Parepare tidak terlepas dari kegiatan
pendistribusian dana zakat, akan tetapi pendistribusiannya berupa bantuan-
bantuan produktif untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ini dilakukan
agar kaum dhuafa bisa diberdayakan dan tidak diberi santuan atau infak
secara terus menerus. Adapun pemberdayaan di lakukan Badan Amil Zakat
Kota Parepare yaitu;
1. Pemberian Modal
Penduduk Kota Parepare berusia kerja sekitar sepuluh tahun keatas,
penduduk usia kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Mereka
yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja atau sedang
mencari pekerjaan. Sedangkan yang termasuk bukan angkatan kerja adalah
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mereka yang bersekolah,  mengurus rumah tangga atau melakukan kegiatan
lainnya.
Pendayagunaan dana zakat yang diberikan melalui Baznas Kota
Parepare telah melakukan pemberian dana bantuan kebajikan yang diberikan
kepada para mustahik terutama kepada usaha kecil mikro (UKM) yaitu
penjual kue kampung dan sayur rumahan pada tahun 2012 sebesar Rp.
500.000,- Rp. 1.000.000,-. Tapi program ini tidak berlanjut ditahun
berikutnya, karena terbatasnya dana yang masuk ke Baznas ditahun
berikutnya. Hasil wawancara yang dilakukan dengan Hj. A. Rifdaningsi, SE
mengatakan:
…… Di tahun 2012 Badan Amil Kota Parepare pernah memberikan
modal usaha berupa bantuan dari dana hibah kepada penjual kue-keu
kampung, penjual sayur-mayur, yang dikelola oleh ibu-ibu, jumlah
bantuan dana hibah sebesar Rp. 500.000-Rp. 1.000.000,- tujuan
pemberian bantuan tersebut agar penjual dapat menambah barang
jualannya, sehingga pendapatannya dapat meningkat. Selain itu ada
beberapa bantuan mesin jahit yang di berikan kepada masyarakat
yang meampunyai keahlian dalam menjahit pakaian, tetapi  bantuan
jenis ini tidak berlanjut ditahun berikutnya sampai sekarang karena
penerimaan dana baznas semakin berkurang.87
Ketidakberhasilan pemberian bantuan pemberdayaan Baznas Kota
Parepare karena tidak diawali dengan adanya pengawasan dari Baznas. Selain
itu, tidak ada tahapan penyadaran dan pemahaman tentang perlunya upaya
untuk keluar dari kekurang dan keterbatasan ekonomi yang harus dilakukan
oleh mereka sendiri, sehingga bantuan yang diberikan oleh Baznas dapat
bersifat motivasi agar mereka yang belum memiliki usaha sendiri serta dapat
87Hj. Andi Rifdaningsih, SE, Staf UPZ Kemenag kota Parepare, Wawancara di Kota
Parepare, tanggal 2Desember 2015.
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memulai usaha dan lebih serius mengelolah jenis usaha kecil yang mereka
miliki.
Selain adanya proses pengawasan, penerima zakat juga perlu dibekali
dengan pendampingan, serta penerima bantuan perlu disadarkan agar tidak
boros dalam membelanjakan hasil yang telah diperoleh, seperti membeli
barang konsumtif yang tidak terlalu mendesak. Selain pengawasan,
pendampingan dan penyadaran perlu diberikan keterampilan dalam mengelola
usaha dan keuangan dengan baik, agar bantuan dana dari zakat, infak dan
shadaqah yang diterima dari Baznas dapat dikembangkan untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari dan kemajuan usahanya.
2. Bantuan Beasiswa
Pemberdayaan yang dilakukan Baznas Kota Parepare tidak hanya melalui
pemberian modal tetapi juga pemberian beasiswa yang diberikan kepada pelajar
atau mahasiswa  yang kurang mampu, besar dana yang di berikan sesuia dengan
dana yang ada. Dengan adanya bantuan beasiswa dari Baznas dapat meringankan
beban pendidikan orang tua bagi anak mereka. Pendayagunaan zakat untuk
beasiswa pendidikan masih sedikit, dikarenakan di sekolah sudah ada dana
beasiswa bagi orang-orang yang tidak mampu. Namun demikian apabila ada
orang atau sekolah yang mengajukan ke Baznas untuk diberi dana beasiswa dari
dana zakat, maka Bazans Kota Parepare dengan berbagai pertimbangan dapat
memberikan dana zakat kepada ibnu sabil.
Pemberian bantua beasiswa yang dilakukan Baznas Kota Parepare
tergantung dengan jumlah dana zakat yang ada, terapi Baznas Kota Parepare
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dalam memberikan bantuan pendidikan kepada mahasiswa untuk S1 dan S2
untuk biaya penyelesaian atau biaya spp, Sebesar Rp. 1.000.000 - Rp. 3.500.000,
Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Hj. A. Rifdaningsi, SE
mengatakan:
...jika sekiranya setiap masyarakat yang meiliki harta yang lebih,
seperti dosen, dokter, pengusaha, dapat membiayai satu anak dari
keluarga yang kurang mampu atau  keluarganya sendiri yang
membutuhkan, maka itu lebih baik dan mulia dari pada memberikan
infak dan sedekah kepada beberapa keluarga dengan jumlah kecil dan
manfaatnya lebih dirasakan karena dapat menuntaskan permasalahan
orang tua anak yang menjalankan pendidikan.88
Penggunaan dana zakat untuk beasiswa yang dilaksanakan oleh Baznas
Kota Parepare diberikan kepada orang-orang miskin yang tidak mencukupi untuk
membiayai anak-anak mereka yang masih sekolah. Dalam pemberian dana zakat
tidak diberikan secara terus menerus, tetapi hanya satu kali dalam setahun agar
mereka dapat bertahan untuk tetap bersekolah.
Pendayagunaan zakat untuk biaya sekolah memang belum mempunyai
program khusus dan target tertentu. Namun dengan melihat kenyataan yang ada
bahwa pendidikan itu masih sangat minim. Kebanyakan dari orang miskin yang
belum memperoleh pendidikan yang layak, dengan alasan mereka tidak
mempunyai biaya, walaupun pemerintah telah menyediakan dana pendidikan tapi
pembagiannya masih belum merata.
Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, dapat dikemukakan bahwa
kesadaran tentang hukum mengeluarkan zakat yang dijabarkan melalui
Undang-undang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999
88Hj. Andi Rifdaningsih, SE, Staf UPZ Kemenag kota Parepare, Wawancara di Kota
Parepare, tanggal 3Desember 2015.
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Tentang Pengelolaan Zakat, kemudian direvisi menjadi Undang-Undang RI
Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan beberapa instruksi
Pemerintah yang berkaitan dengan hukum Islam. Zakat yang merupakan
bagian integral dari hukum Islam untuk diberdayakan diperlukan sebuah
lembaga atau sebuah organisasi, institusi, seperti Baznas dalam menjalankan
perannya, diperlukan beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat.
Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare berdasarkan hasil observasi
di lapangan, maka terlebih dahulu perlu diungkapkan bahwa sarana atau
pasilitas amat penting untuk mendukung dan mengefektifkan pengelolaan
zakat. Sarana dan prasarana dalam pengelolaan zakat, dimaksudkan untuk
kebutuhan fisik dalam pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat, pembina, komisi
pengawas, maupun badan pelaksana zakat seperti komputer, printer dan lain-
lain. Hal ini untuk Baznas Kota Parepare sudah cukup mendukung, namun di
sisi lain yang perlu dipikirkan adalah mengenai fasilitas-fasilitas di kantor
Baznas belum dapat mendukung penuh efektivitas pengelolaan Baznas seperti
yang ada di kecamatan dan kelurahan,  karena itu hendaknya pengurus Baznas
berpatokan kepada apa yang sudah ada dan dipelihara terus agar setiap saat
berfungsi, apa yang belum ada, perlu diadakan dengan memperhitungkan
jangka waktu pengadaannya, apa yang kurang perlu dilengkapi dan diperbaiki
atau diganti.
Di sisi lain, faktor utama untuk mengefektifkan pengelolaan sekaligus
pemberdayaan zakat adalah kesadaran masyarakat khususnya masyarakat
Kota Parepare. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa derajat kepatuhan
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masyarakat terhadap hukum mengeluarkan zakat, merupakan salah satu
indikator berfungsinya hukum zakat bagi masyarakat muslim, misalnya
masyarakat Islam di Kota Parepare yang mengetahui dan paham bahwa
Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
mewajibkan untuk berzakat bagi setiap muslim dan muslimat yang
mempunyai penghasilan lebih baik petani, peternak, pedagang, pengusaha,
swasta,  termasuk profesi sebagai pegawai negeri (PNS), dokter, pengacara,
dan lain-lain. Namun demikian, masih ditemukan para muzakki di Kota
Parepare yang  mengeluarkan zakatnya tanpa melalui lembaga yang ada yaitu
Baznas, sehingga tidak nyata secara efektif dalam pengelolaan seperti yang
ditemukan di lapangan adalah:
a. Masih banyak masyarakat, tokoh atau pemuka agama yang malas dan
enggan berzakat, berinfak dan bersedekah secara resmi melalui Baznas
Kota Parepare, padahal mereka yang menjadi panutan umat.
b. Sifat kikir yang ada pada manusia, takut kekurangan harta dan
beranggapan bahwa harta yang dimilikinya adalah hasil usahanya
sendiri.
c. Terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang zakat profesi sehingga
kurangnya mubalig yang membahas tentang zakat.
d. Adanya Unit Pengumpul Zakat dan Badan Amil Zakat Kecamatan
yang tidak transparan dan tidak melaporkan hasil pengumpulan zakat
sehingga dana dan data yang diperoleh berbeda.
116
e. Pemahaman fikih amil yang belum memadai, sehingga minimnya
pemahaman fikih zakat dari para amil masih menjadi salah satu hambatan
dalam pengelolaan zakat dan menjadikan fikih hanya dimengerti dari segi
tekstual semata bukan konteksnya. Sehingga para amil terutama yang
masih bersifat tradisional  sangat kaku memahami fiqih, sehingga tujuan
utama zakat tidak tercapai.
f. Rendahnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat,
umumnya masyarakat mengeluarkan zakatnya bukan kepada tokoh
agama, tokoh masyarakat dan lainnya. Dikarenakan pentasyarufannya
belum seusai dengen ketentuan.
g. Kurangnya dana operasional karena keterbatasan itulah mengakibatkan
belumoptimalnya pelaksanaan kegiatan sehingga belum terealisasi dengan
baik.
h. Belum adanya data muzakki dan mustahiq yang akurat sehingga berakibat
belum efektifnya penghimpunan zakat.
Sebagai solusi dalam penyuluhan tentang zakat harus digiatkan dan
ditingkatkan oleh Baznas Kota Parepare dengan tujuan utama dari penyuluhan
supaya masyarakat di Kota Parepare dapat memahami pentingnya zakat untuk
dikeluarkan. Penyuluhan tentang hukum zakat, menjadi tugas dari kalangan
pengurus Baznas yang memungkinkan secara langsung berhubungan dengan
warga masyarakat dan diberikan pendidikan khusus, supaya mampu
memberikan penerangan dan penyuluhan sehingga tidak terjadi adanya
kalangan petugas atau pengurus Baznas yang memanfaatkan zakat untuk
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kepentingan pribadi. Oleh karenanya, pendidikan dan sosialisasi tentang zakat
diharapkan muzzaki bisa dan mampu melakukan penghitungan sendiri atas
harta dan kewajibannya untuk mengeluarkan zakat berdasarkan hukum agama
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Baznas dapat
membantu muzzaki menghitung zakat hartanya sendiri dan megeluarkan zakat
mereka kepada Basnaz Kota Parepare sehingga dapat di kelolah dan





Berdasarkan masalah yang diteliti dalam kaitannya dengan uraian yang
telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan tiga kesimpulan pokok sebagai
hasil akhir dari penelitian ini, sebagai berikut:
1. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Parepare belum memiliki model
pengukuran, pelaksanaan, dan pengawasan dalam memberdayakan dana
zakat dengan jelas sehingga belum bisa merumuskan srategi pemanfaat
zakat yang berdayaguna dan berhasil guna dan mengeksplorasi berbagai
potensi masyarakat untuk diberdayakan secara optimal.
2. Implementasi pemberdayaan dana zakat di Kota Parepare, terealiasi
ditinjau dari empat segi, yakni dari segi pelaksanaan zakat,
pengumpulan zakat, pendistribusian zakat  dan pemberdayaan zakat.
Implementasi pengumpulan zakat dilakukan oleh Baznas Kota Parepare
bermula dari kegiatan sosialiasi, kerjasama, dan pengumpulan secara
langsung maupun melalui rekening, yakni dengan cara menerima atau
mengambil dari muzaki atas dasar pemberitahuan muzaki dan bekerja
sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzaki yang berada
di bank atas permintaan muzaki. Implementasi pendistribusian zakat,
mengacu pada ketentuan Al-Qur’an, Sunnah, pendapat ulama dan
Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat.
Implementasi pendayagunaanzakat profesi di Kota Parepare,
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dialokasikan pada rancangan penggunaan dana dan alokasi dananya akan
meningkat apabila jumlah pengumpulan meningkat. Untuk Baznas Kota
Parepare melakukan program bantuan yang sifatnya konsumtif yang
diberikan kepada kelompok fakir, miskin, muallaf  ibnu sabil (pelajar
dan mahasiswa) dan bantuan modal usaha untuk beberapa penjual kue
dan sayur rumahan.
3. Implementasi pemberdayaan zakat di Kota Parepare, didasarkan pada
pencapaian tujuan dan pemanfaatan zakat mengalami kendala. Fakta di
lapangan menunjukkan masih dominan kaum profesional, bahkan banyak
tokoh dan pemuka agama yang malas dan enggan berzakat, berinfaq dan
bersedekah secara resmi melalui Badan Amil Zakat, padahal merekalah
yang menjadi panutan umat dan rendahnya kepercayaan masyarakat
kepada lembaga pengelola zakat.
B.Implikasi Penelitian
Berdasarkan rumusan kesimpulan yang telah dikemukakan, untuk
mengurangi hambatan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun
1999 Tentang pengelolaan zakat pegawai di Lingkungan Departemen Agama
Kota Parepare, maka harus dilakukan penyuluhan zakat secara kontinyu bagi
masyarakat muslim yang mendiami Kota Parepare, karena masih ditemukan
berbagai permasalahan terkait dengan implementasi dan pendayagunaan dana
zakat  di Kota Parepare. Permasalahan tersebut terutama dari segi manajemen,
karena itu disarankan kepada pihak Baznas Kota Parepare agar benar-benar
mengelolah zakat berdasarkan manajemen terpadu, yakni adanya kerjasama
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antara semua elemen secara individu kepada kaum profesional dan secara
kolektif melalui instansi pemerintah dan swasta dan Untuk lebih mempertegas
wujud kepatuhan masyarakat pada penunaian kewajiban zakat, perlu adanya
penyempurnaan pasal-pasal dalam UU No. 38 Tahun 1999 yang mengatur
tentang sanksi bagi para wajib zakat yang tidak menunaikan kewajibannya.
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(Untuk Amil Pengelola Zakat)
I. Identitas Responden
a) Nama : .............................................................................
b) Tempat/Tanggal Lahir : .............................................................................
c) Pekerjaan : ...............................................................................
d) Tugas sebagai Amil : ...............................................................................
e) Instansi/Organisasi Zakat : .............................................................................
II. Wawancara/Pertanyaan Essai





2. Bagaimana langkah yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Kota














5. Bagaimana mekanisme pengumpulan zakat yang dilakukan Badan Amil








7. Apakah Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare memberikan bantuan










9. Bagaimana mekanisme pendayagunaan dana zakat yang dilakukan oleh
















a) Nama : .............................................................................
b) Tempat/Tanggal Lahir : ..............................................................................
c) Pekerjaan : .............................................................................
II. Wawancara/Pertanyaan Essai




2. Apakah bapak/ibu sering mendapatkan bantuan dari Badan Amil Zakat








4. Apakah dengan pemberian zakat dapat membatu kebutuhan bapak/ibu?
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5. Apakah bapak/ibu pernah mengajukan bantuan zakat produktif ke Badan




6. Apakah ada pengawasan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional




7. Apakah ada pembinaan usaha yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional





8. Dana yg di terima dari Badan Amil Zakat Nasional bapak/ibu kita gunakan




9. Apakah bantuan yang di terima dari BAZNAS dapat membantu ekonomi
bapak/ibu ?
131












13. Bagaimana tanggapan bapak/ibu dengan penyaluran dana BAZNAZ kota











a. Nama : .............................................................................
b. Tempat/Tanggal Lahir   : .............................................................................
c. Pekerjaan : .............................................................................
d. Alamat : .............................................................................
.............................................................................
II. Wawancara/Pertanyaan Essai









3. Bagaimana batas standarisasi kemampuan bapak/ibu dalam mengeluarkan





4. Apakah bapak/ibu pernah mendegar atau menerima sosialisasi tentang
pengelolaan zakat dari Badan Amil Zakat?
______________________________________________________________
______________________________________________________________












8. Bagaimana tujuan dikeluarkannya zakat menurut persepsi bapak/ibu?
_________________________________________________
Parepare, ......................................
Informan/Responden
(....................................................)
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